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1.1 Latar Belakang

Kota Cirebon memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi
wilayah sekitarnya. Di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon menjadi pusat
kegiatan perdagangan jasa, layanan kesehatan dan Pendidikan. Kota Cirebon
juga memiliki serta peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Jawa
Barat. Salah satunya karena letak geografisnya yang sangat strategis. Kota
Cirebon berada di jalur perlintasan barang dan jasa melalui pantai utara
(pantura), yang menghubungkan wilayah barat, seperti DKI Jakarta dan
Bandung, dengan wilayah timur, seperti daerah-daerah di Jawa Tengah dan
Sumatera. Hal ini menjadikan Kota Cirebon menjadi salah satu pusat
aglomerasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan sosial masyarakat di Provinsi
Jawa Barat. Peran strategis dalam jalur perlintasan barang dan jasa ini turut
mewarnai peran Kota Cirebon dalam pengembangan kawasan Rebana. Adapun
dalam pembangunan nasional, Kota Cirebon merupakan pusat kegiatan
nasional.

Peran penting Kota Cirebon tentunya tidak terlepas dari potensi yang
dimiliki kota ini. Segala potensi yang ada, seperti potensi pengembangan
wilayah, potensi sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur yang
relatif lengkap, menjadikan Kota Cirebon menarik untuk dijadikan tujuan
investasi yang dapat mengungkit performa perekonomian kota. Dalam konteks
pembangunan daerah, hal ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang diupayakan melalui pembiayaan
seluruh program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota
Cirebon. Optimalisasi peran dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon terus
diupayakan dalam pembangunan kota. Dalam perkembangannya, Kota Cirebon
saat ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa yang memiliki daya tarik
pariwisata budaya dan sejarah.

Perkembangan Kota Cirebon tidak terlepas dari sejarahnya di masa lalu.
Sejarah Kota Cirebon diawali dari kepemimpinan Prabu Siliwangi yang memiliki
putra bernama Pangeran Walasungsang. Dalam perjalanan hidupnya, Pangeran
Walasungsang memutuskan untuk melepaskan haknya atas keduniawian dan
memilih memeluk Agama Islam. Makam Pangeran Walangsungsang
meninggalkan Pajajaran masuk hutan belantara menuju ke arah pantai utara
Pulau Jawa untuk mencari guru Agama Islam. Kemudian, Pangeran
Walangsungsang dikawinkan dengan Nyai Endang Geulis oleh Ki Danuwarsih.
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Pangeran Walangsungsang bersama istri dan adiknya meneruskan perjalanan
sampai ke puncak Gunung Amparan Jati yang menjadi tempat kediaman
Syekh Catuk Kahfi.

Dalam perjalanannya saat mempelajari Agama Islam, Pangeran
Walangsungsang diperintahkan oleh Gurunya untuk membuka pemukiman di
sebelah selatan Gunung Amparan Jati yang dikenal Kebon Pesisir. Maka pada
tanggal 1 Asyura 1445 Saka atau 1 Muharam 849 Hijriah, Walangsungsang
melaksanakan perintah Guru menjadikan Kebon Pesisir untuk pedukuhan
yang diberi nama witana sebagai lokasi dimana Keraton Kesultanan Kanoman
berdiri, yang nantinya berkembang menjadi Kota Cirebon.

Saat di Tanah Suci Mekah, Nyai Mas Ratu Rara Santang bertemu dan
menikah dengan Sultan Khut Abdullah dari Mesir. Pasangan ini memiliki
keturunan Syekh Syarif Hidayatullah dengan gelar Waliyullah yang dikenal
dengan sebutan Sunan Gunung Jati dan adiknya Syekh Nurullah tetap
menetap di tempat tinggal ayahnya. Sunan Gunung Jati inilah yang kemudian
menurunkan Kesultanan Cirebon dan Banten.

Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu
Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi. Pangeran
inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan
upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan utusan ke
Cirebon Untuk menanyakan upeti rebon dan terasi ke Adipati Cirebon, namun
ternyata Adipati Cirebon berhasil meyakinkan para utusan atas kemerdekaan
wilayah cirebon.

Dengan demikian berdirilah daerah otonomi baru di Cirebon dengan
Pangeran yang menjabat sebagai adipati dengan gelar Cakrabuana. Berdirinya
daerah Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan
pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia
Tenggara.

Pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, tahun 1906 Cirebon
disahkan menjadi Gemeente Cheribon dengan luas 1.100 ha dan berpenduduk
20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Kemudian pada tahun
1942, Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 ha dan tahun 1957 status
pemerintahannya menjadi Kotapraja dengan luas 3.300 ha, setelah ditetapkan
menjadi Kotamadya tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 ha.

Setelah berstatus Gemeente Cirebon pada tahun 1906, kota ini baru
dipimpin oleh seorang Burgermeester (wali kota) pada tahun 1920 dengan wali
kota pertamanya adalah J.H. Johan. Kemudian dilanjutkan oleh R.A. Scotman
pada tahun 1925. Pada tahun 1926 Gemeente Cirebon ditingkatkan statusnya
oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi stadgemeente, dengan otonomi yang
lebih luas untuk mengatur pengembangan kotanya. Selanjutnya pada tahun
1928 dipilih J.M. Van Oostrom Soede sebagai wali kota berikutnya.

Pada masa pendudukan tentara Jepang ditunjuk Asikin Nataatmaja sebagai
Shitjo (wali kota) yang memerintah antara tahun 1942-1943. Kemudian
dilanjutkan oleh Muhiran Suria sampai tahun 1949, sebelum digantikan oleh
Prinata Kusuma.
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Kota Cirebon ditetapkan secara resmi melalui peraturan pembentukan kota
di Jawa Barat yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta.
Meskipun penetapan pembentukan kota berdasarkan peraturan pada tahun
1950, namun perhitungan usia Kota Cirebon mengacu pada awal terbentuknya
kesultanan Cirebon pada tahun 1445 Masehi/849 Hijriah. Dalam
perkembangannya ketetapan terkait usia Kota Cirebon saat ini mengacu pada
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996
tentang Hari Jadi Cirebon yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah
Kota Cirebon nomor 4 tahun 2024 tentang Hari Jadi Cirebon.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah
Daerah Kota Cirebon harus mendukung tujuan nasional dalam mencapai
sasaran Indonesia Emas dengan Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu: Negara
Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi
Indonesia Tahun 2045 akan diraih dengan 5 (Lima) sasaran utama, yaitu:
Pendapatan per kapita; Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan
berkurang; Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan Intensitas emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission serta juga 8 (delapan) agenda
transformasi, yaitu: Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi
Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pembangunan Kewilayahan yang Merata
dan Berkeadilan; Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan; dan Kesinambungan Pembangunan.

Agenda transformasi nasional tersebut dibagi dalam 17 (tujuh belas) arah
pembangunan melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.
Kota Cirebon, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu
memberikan sumbangsih pada pencapaian target nasional menuju Indonesia
Emas tahun 2045. Tidak hanya itu, Kota Cirebon perlu memberikan respons
yang tepat terhadap mega-trends global berdasarkan potensi dan keunggulan
daerah yang dimiliki, hal ini guna memanfaatkan peluang-peluang yang
muncul di tingkat global bagi pembangunan sosial, ekonomi, industri, teknologi
dan hal lainnya bagi Kota Cirebon.

Permasalahan dan potensi yang ada di Kota Cirebon merupakan kekuatan
dan kekurangan yang harus dikelola dalam melakukan pembangunan untuk
mendukung mewujudkan tujuan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun
tujuan Nasional melalui strategi yang digunakan agar sasaran yang diharapkan
dapat tercapai. Hal inilah yang diupayakan dapat dituangkan secara sistematis
dalam dokumen rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon yang
tengah disusun ini demi terwujudnya tujuan besar pembangunan untuk
mensejahterakan masyarakat Kota Cirebon. Lebih jauhnya, penyusunan
RPJPD 2025-2045 Kota Cirebon ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Kota Cirebon yang berkeadilan dengan menempatkan manusia
sebagai objek dan subjek pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan
menjadi komitmen dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon,
disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan
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pembangunan Provinsi Jawa Barat, juga untuk mendukung pembangunan
Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Cirebon periode 2025-2045 dibuat sebagai lanjutan perencanaan
jangka panjang dokumen RPJPD sebelumnya yaitu periode 2005-2025. RPJPD
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah perlu mempersiapkan RPJPD
yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada
RPJPN. Perencanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan Kota Cirebon perlu dirumuskan dalam
penyusunan dokumen RPJPD Kota Cirebon 2025-2045, harus sinergi dengan
RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. Penyusunan
dokumen RPJPD, melalui penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan seperti aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan daya saing, serta mempertimbangkan isu eksternal dan
isu internal. Proses perencanaan pembangunan ini mengambil pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah atas dan harus
bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (THIS).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045
memperhatikan  beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 199);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem,;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja
dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 262);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 88);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan
Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 75).

Maksud dan Tujuan

RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud

mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam
rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon yang pada
hilirnya memberikan dukungan agregasi terhadap pencapaian cita-cita
Indonesia Emas 2045.
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Adapun tujuan dari penyusunan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045,
yaitu:

a. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan
pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau 4 (empat)
periode dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Cirebon;

b. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon;

c. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan
provinsi.

1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Lainnya

1.4.1 Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045

RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang mengacu kepada RPJPN 2025-2045,
RPJPN digunakan sebagai langkah penyelarasan antara visi, misi, arah dan
kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dengan Kota Cirebon.

Dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai
dengan pembukaan UUD 1945, maka disusun Visi Indonesia 2045, yaitu
tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dengan kualitas
manusia yang tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara
pendapatan tinggi dan negara maju serta salah satu dari lima kekuatan
ekonomi terbesar dunia, serta pemerataan yang berkeadilan, dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Terdapat empat
pilar pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu:

1.4.1.1 Pembangunan manusia serta penguasaan I[lmu Pengetahuan dan
Teknologi

Strategi pembangunan pendidikan terdiri dari peningkatan kualitas dan
layanan pendidikan merata, melibatkan masyarakat dalam pembangunan
pendidikan, peningkatan profesionalisme guru dan perubahan metode
pembelajaran, menciptakan budaya sekolah dan baca, serta peningkatan
pendidikan vokasi, jiwa kewirausahaan, dan karakter. Target dari
pembangunan pendidikan yang ingin dicapai tahun 2045 adalah rata-rata lama
sekolah 12 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) 60%,
serta angka kerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan PT
sebesar 90%. Sementara itu, strategi pembangunan kesehatan terdiri dari
penguasaan teknologi kesehatan, pemahaman perilaku hidup sehat,
pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif, serta fasilitas dan
jaminan kesehatan nasional tertata dan berkelanjutan. Target yang ingin
dicapai adalah usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun, penyakit HIV/AIDS,
tuberkulosis, dan penyakit tidak menular lainnya menurun, malaria
tereliminasi di seluruh kabupaten/kota, dan balita stunting menurun menjadi
5%.

Strategi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari adopsi
dan penerapan iptek, kemampuan dan kemandirian iptek, pengembangan dan
inovasi, serta kolaborasi perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah. Sementara
itu, reformasi ketenagakerjaan diarahkan dalam tiga tahapan, yaitu:
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1. Tahap 1 (2016-2025) diarahkan reformasi menuju pasar tenaga kerja yang
fleksibel dan adaptif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja dengan penguatan relevansi kebutuhan industri;

2. Tahap 2 (2026-2035) diarahkan penguatan transisi lapangan kerja dan
pelatihan berbasis kompetensi melalui penguatan relevansi terutama di
bidang keteknikan dan teknologi informasi; serta

3. Tahap 3 (2036-2045) diarahkan pemantapan sistem pelatihan dan
sertifikasi di seluruh sektor ekonomi dan transisi lapangan kerja melalui
perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan secara universal.

4. Target yang ingin dicapai tahun 2045 adalah tingkat partisipasi angkatan
kerja sebesar 78%, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 65%,
angkatan kerja sebesar 197,2 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka 3-
4% porsi tenaga kerja sektor pertanian 13%, serta angkatan kerja dengan
pendidikan SMA ke atas sebesar 90%.

1.4.1.2 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Tahun 2045 ekonomi Indonesia digerakkan oleh investasi dan
perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, serta didukung
infrastruktur yang andal dan ketahanan pangan, energi dan air yang kuat.
Meskipun begitu, terdapat komitmen untuk tetap menjaga lingkungan hidup
demi keberlanjutan ekonomi.

e Strategi peningkatan iklim investasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. penguatan sektor padat karya berorientasi ekspor, dan bernilai tambah;
2. percepatan investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi; serta
3. investasi yang berkelanjutan dan perlindungan investasi di luar negeri.

e Strategi pembangunan industri pengolahan terdiri dari :

1. penguatan pilar pertumbuhan industri;

2. diversifikasi dan peningkatan nilai tambabh;
3. penguatan basis industri maju;

4. penguatan inovasi dan peran global;

5. peningkatan adaptasi industri; serta

6. penguatan keberlanjutan industri.

e Strategi pembangunan maritim yaitu:

1. mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan
andal menghadapi tantangan regional dan global,

2. meningkatkan peranan ekonomi maritim dengan fokus pembangunan
konektivitas laut yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang
berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata bahari yang inklusi dan
maritim; serta

3. menciptakan kualitas SDM maritim yang unggul, inovasi, teknologi
kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban
bahari.

e Strategi pemantapan ketahanan pangan terdiri dari

1. pengembangan pusat pendidikan dan teknologi pertanian,
2. peningkatan produktivitas, pengendalian konversi lahan pertanian, dan
pengembangan pertanian maritim,
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w

. peningkatan kualitas petani dan SDM pertanian,

4. integrasi kebijakan hulu sampai hilir serta keterkaitan sektor pertanian
dengan industri dan jasa.

. penguatan kelembagaan dan kewirausahaan petani, serta

6. peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang pertanian.

ul

Ketahanan air diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas,
kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor
strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu ketahanan energi ditingkatkan dengan energi baru dan
terbarukan diantaranya bioenergi, air, geothermal, surya, dan lainnya. Indeks
kualitas lingkungan hidup tahun 2045 juga diharapkan meningkat menjadi
lebih dari 80 yang didukung oleh penerapan pembangunan rendah karbon.
Penurunan emisi karbon dilakukan melalui pengembangan EBT, perlindungan
hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas, lahan, dan penanganan
limbah terpadu.

1.4.2 Pemerataan Pembangunan

Tahun 2045 diharapkan pendapatan semakin merata bagi seluruh lapisan
masyarakat, kesenjangan antar wilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang
terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil dituntaskan.
Harapannya pada tahun 2040 Indonesia bebas dari kemiskinan akut. Strategi
pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan mencakup 6 langkah,
yaitu

1. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh
penduduk;

2. memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan;

3. mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan;

memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya

produktif;

5. mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang
berkeadilan; serta

6. memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan
ekonomi.

=

Untuk mencapai pemerataan pembangunan daerah, wilayah luar Jawa
dan KTI didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan KBI dengan tetap
mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Jawa diarahkan
sebagai basis perdagangan dan jasa. Sementara itu, pembangunan
infrastruktur ke depan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas fisik dan
virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, memenuhi
prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan, serta
antisipasi bencana alam dan perubahan iklim termasuk kenaikan muka air
laut.

1.4.2.1 Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2045, maka kualitas demokrasi terus
ditingkatkan dan diarahkan pada demokrasi substansial yang mengemban
amanat rakyat. Reformasi birokrasi dan kelembagaan diperkuat dengan tiga
arah, yaitu:
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1. kelembagaan yang adaptif, berbasis isu/tematik, lintas sektor, people
driven, dan locally empowered, serta responsif terhadap isu;

tata kelola yang inklusif dan berbasis TIK; serta

SDM ASN yang berpikir kreatif, sistemik, berwawasan global, inklusif,
beretos kerja tinggi, produktif, dan pelayanan proaktif. Selain itu,
pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya
hukum dan anti korupsi.

W

1.4.3 Telaahan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan yang dikaji diantaranya rencana pembangunan
daerah dan rencana pembangunan sektoral. Rencana pembangunan daerah
antara lain Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon
Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon
Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD
Kota Cirebon Tahun 2025-2045.

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RTRW RTRW
PROVINSI KAB/KOTA

memedomani memedomani memedomani

memedomani

20 TAHUN

RPPLH/KLHS memerhatikan RPIPD memedomani RPIPD memerhatikan RPPLH/KLHS
PROVINSI PROVINSI Dilakukan KAB/KOTA KAB/KOTA
simultan

memedomani

memedomani
5 TAHUN

HASIL EVALUASI
RPJIPD PROVINSI

HASIL EVALUASI
RPJIPD PROVINSI
PERIODE
SEBELUMNYA

RPIMD memedomani RPIMD
PROVINSI Dilakukan KAB/KOTA

simultan

PERIODE
SEBELUMNYA

dijabarkan

1TAHUN
DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DOKUMEN

PERENCANAAN Diacu dan
PEMBANGUNAN RKPD diserasikan RKPD
DAIIM-A&‘;:KJ‘?ARAL PROVINSI KAB/KOTA

DAN SEKTORAL
LAINNYA

Sumber: Bappelitbangda 2024
1.4.3.1 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Cirebon Tahun 2005-2025

Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 250 ayat 3 mengamanatkan bahwa
hasil evaluasi RPJPD Kota (RPJPD 2005-2025) perlu digunakan sebagai bahan
basis data bagi penyusunan RPJPD Kota untuk periode berikutnya (RPJPD
2025-2045). Hasil penelaahan terhadap dokumen evaluasi RPJPD ini pada
dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis
selain sumber-sumber lainnya. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa
peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun yang akan datang.

1.4.3.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah tidak segera dijabarkan dalam Rencana Detil Tata Ruang
yang baru ditetapkan pada tahun 2021, sehingga masalah keselarasan pada
kedua dokumen tersebut harus dibenahi dengan merubah peraturan mengenai
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Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana detil Tata Ruang. Disamping itu
perencanaan yang targetnya belum terealisasi perlu direvisi, untuk itu
Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 sedang dalam
proses penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon yang baru
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pusat Kegiatan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon diarahkan
pada lokasi meliputi 3 (tiga) kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan;
b. Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan; dan
c. Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan.

Penataan Struktur Ruang pada Skala Kota dengan anggaran yang
bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah
akan dikembangkan

Pusat Pemerintahan Skala Kota, Pusat Distribusi Regional, Sistem
Angkutan Umum Skala Regional, Pembangunan Pusat Kebudayaan, Hunian
Vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan prasarana,
sarana dan utilitas umum), Sarana Pelayanan Umum, Peningkatan cakupan
sistem pelayanan air bersih dan air limbah, Penyediaan RTH Publik 20% dan
RTH Privat 10%, Pengembangan meetings, incentives, conventions and
exhibitions (MICE).

Pengembangan Struktur Ruang pada Skala Kota akan dilaksanakan oleh
bidang urusan Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, Kebudayaan dan
Pariwisata, Perumahan dan Permukiman, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan
dan Lingkungan Hidup serta bekerja sama dengan Pengembang Swasta.

1.4.3.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Cirebon
Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD Kota Cirebon merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun untuk tahun 2025 sampai
tahun 2045. Dokumen RPJPD Kota Cirebon merupakan acuan bagi seluruh
komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan pedoman bagi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
memuat Visi, Misi, Arah, dan Program Kepala Daerah terpilih dan sebagai
pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah Kota Cirebon selama kurun waktu 20 tahun yang akan
datang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah perihal Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146 Tahun
2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.
Analisis yang dilakukan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

(1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk
pembangunan Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung
lahan terbangun, daya dukung air permukaan, daya dukung pangan dan
daya dukung fungsi lindung.
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(2) Pemetaan Jasa Ekosistem (JE) melalui data dan informasi yang tersedia di
Kota Cirebon yaitu:

JE penyedia pangan;

JE penyedia air;

JE pengaturan pemurnian air;

JE pengaturan pengolahan dan penguraian limbah;

JE tata kelola air dan banjir;

JE pencegahan dan perlindungan dari bencana alam;

JE pengaturan iklim, JE pemeliharaan kualitas udara;

N

h. JE pengaturan pengolahan dan penguraian limbah; serta

. JE biodiversity.

(3) Analisis dalam kapasitas dan kerentanan perubahan iklim menggunakan
dua alat analisis yaitu:

a. Tingkat Kapasitas dan Kerentanan Perubahan Iklim dengan
memperkirakan dampak pada masa akan datang menggunakan
proyeksi perubahan iklim yang dihasilkan Bappenas pada 2010
melalui Integrated Climate Change Strategic Roadmap yang membahas
proyeksi iklim sampai dengan 2100 di seluruh wilayah Indonesia.

b. Emisi GRK merupakan perubahan iklim berkaitan dengan emisi yang
ditimbulkan atas penggunaan lahan. Emisi GRK adalah gas buangan
yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang menghasilkan jenis Gas
Rumah Kaca yang meliputi sektor energi, lahan dan limbah.

[y

Salah satu indikator yang digunakan dalam rangka mencapai keberhasilan
pembangunan pada tahun 2030 adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) terdiri dari 17 tujuan dengan capaian yang terukur dan terarah. dalam
TPB terdapat empat pilar, yaitu: pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum
dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan dengan daya dukung
kehidupan yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga
mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Keterkaitan antar pilar
tersebut digambarkan dalam gambar berikut. TPB memiliki peranan sebagai
salah satu instrumen dalam merumuskan isu strategis untuk penyempurnaan
arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam
penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau Kebijakan Rencana
Program (KRP) menjadi kunci efektivitas penyelenggaraan KLHS. Hasil akhir
yang diperoleh dari rekomendasi diintegrasikan ke dalam perumusan
kebijakan, rencana, dan/atau KRP. Pokok-pokok pengintegrasian hasil KLHS
dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyusun Kebijakan,
Rencana, dan/atau KRP dan ketua kelompok kerja KLHS. Berita Acara
pengintegrasian hasil KLHS disusun dengan muatan berikut:

a. Ditandatangani secara bersama-sama oleh Penyusun Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program atau pejabat yang ditunjuk, dan Ketua Kelompok kerja
KLHS; dan

b. Menyatakan telah dilaksanakannya proses pengintegrasian hasil KLHS
terhadap Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijelaskan nama
dan jenisnya.
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Pemerintah Kota Cirebon melakukan evaluasi untuk keseluruhan
perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon. Evaluasi oleh Pemerintah
Kota Cirebon meliputi: penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan
dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah dan menghimpun, menganalisis dan menyusun
hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan
daerah. Disamping itu perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan
konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJM dengan RPJP dan RTRW, dan
RKPD dengan RPJM), dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah
dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4.4 Perencanaan Wilayah Sekitar Kawasan Rebana

Pada Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan
Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang
dalam hal ini Kota Cirebon merupakan bagian dari Kawasan Rebana sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN yang berperan melayani kegiatan skala
internasional. Dengan potensi yang dimiliki Kawasan Rebana meliputi 7 (tujuh)
Pemerintah Daerah yaitu: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota
Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Potensi yang dimiliki Kawasan Rebana adalah Upah Minimum Kabupaten
(UMK) yang kompetitif, Konektivitas Kawasan Tinggi, Sumber Daya Identik dan
Melimpah, Potensi Pengembangan Tenaga Kerja Tinggi.

UMK Kawasan Rebana yang cukup kompetitif yaitu memiliki UMK rata-
rata lebih rendah daripada kawasan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.
Kawasan Rebana memiliki infrastruktur perhubungan yaitu Pelabuhan
Cirebon, Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati. Potensi sumber daya yang
identik dan melimpah, meliputi hasil pertambangan, bahan galian non logam,
komoditas hasil hutan, Komoditas hasil pertanian dan perkebunan serta
komoditas hasil laut. Terdapat bahan galian non logam di dalam Kawasan
Rebana meliputi andesit, batu gamping, batu lempung, batu kapur, tanah liat,
dan tras terutama di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Kawasan
Rebana juga memiliki hutan produksi meliputi Kesatuan Pemangkuan Hutan
(KPH) Kuningan, KPH Majalengka, KPH Indramayu, KPH Sumedang, dan KPH
Purwakarta. Komoditas utama yang dihasilkan berupa kayu putih, jati, mahoni,
pinus, karet, dan rotan. Terdapat potensi komoditas hasil pertanian terutama
padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, tomat, cabai, jamur, kacang panjang dan
mentimun. Komoditas hasil perkebunan pada kawasan ini di antaranya mangga
agrimania, mangga gedong gincu, pepaya california, nanas, jambu biji merah,
sawo citali, ubi cilembu, nangka, kopi, teh dan pisang. Garis pantai Kawasan
Rebana yang panjang memiliki potensi komoditas perikanan yang melimpah di
antaranya ikan, udang, bandeng, kerang hijau, dan rumput laut. Potensi
pengembangan ini juga didukung jumlah angkatan kerja yang terdidik dari
perguruan tinggi, sekolah vokasi, sekolah menengah kejuruan, dan teaching
factory school.
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Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
(KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang,
6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik
pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik
pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik
pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Kota Cirebon sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) didukung oleh Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang
berperan untuk melayani kegiatan skala nasional dan Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota sekitarnya.

Pembagian fungsional kawasan yang terletak di Kawasan Rebana terdiri
atas:

a. Kota Cirebon, Kota Patimban, dan Kertajati Aerocity sebagai kawasan
perkotaan inti; dan

b. KPI Patimban, KPI Cipali Subang Barat, KPI Cipali Subang Timur, KPI
Cipali Indramayu, KPI Patrol, KPI Losarang, KPI Balongan, KPI Krangkeng,
KPI Tukdana, KPI Kertajati, KPI Jatiwangi, KPI Butom, dan KPI Cirebon
sebagai kawasan aktivitas utama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud
dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. Aspek Geografi dan Demografi
1. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya
alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan
kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari
perspektif ekonomi.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari
perspektif sosial budaya.

C. Aspek Daya Saing
1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang
perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk
dikembangkan.
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2. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor
penggerak perekonomian daerah.

3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
4. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek
kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan
ketertiban daerah.

D. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka
memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

E. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi
berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk
penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan
Publik.

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan
untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh
pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya
memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai
dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah
penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan
penduduk usia tua.

b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima
tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari
kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan
prasarana  pelayanan  publik dimaksud  meliputi:
rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih,
energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

F. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi
program/proyek  strategis yang dapat mempengaruhi
perkembangan daerah.
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
A. Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan
faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat
melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan,
yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian
pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

B. Isu strategis daerah

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun
tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh,
bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang
berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang
berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin
besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

A. Visi daerah Tahun 2025-2045 yang merupakan kondisi daerah
sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai
dengan Tahun 2045.

B. Misi daerah Tahun 2025-2045 yang merupakan upaya-upaya
yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah
sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
A. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan
per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

Selain itu akan dijelaskan arah kebijakan dalam mendukung
perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan
karakteristik dan kondisi daerah.

B. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran
rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan
yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-
2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat
progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17
(tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi
Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama
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Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang
mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045
memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi
Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan
karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran
pembangunan di daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi menggambarkan kondisi Kota Cirebon dari
sisi letak kota dengan batas wilayahnya. Kemudian digambarkan juga luas dan
dimensi wilayah dengan komposisi penduduknya. Kondisi air, tanah dan udara
mempengaruhi potensi kota dalam mendukung kehidupan sehari-harinya
dengan risiko terhadap bencana alam.

2.1.1 Aspek Geografi

Karakteristik geografis Kota Cirebon berupa informasi terkait Lokasi,
Wilayah, Geologi, Topografi, Klimatologi dan Hidrologi yang dapat menjadi
potensi dan risiko bagi suatu daerah. Informasi lain terkait geografis juga akan
disajikan seperti Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW, persentase Alih Fungsi
Lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana,
Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan
Energi, Indeks Ketahanan Air, dan indikator lainnya.

2.1.1.1 Wilayah Administrasi

Kota Cirebon merupakan kota di wilayah pesisir Pulau Jawa yang berada
pada bagian timur laut jawa barat yang mendekati perbatasan dengan Jawa
Tengah. Sebelum dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031 Kota
Cirebon yang ditetapkan pada tahun 2012 dengan luas wilayah Kota Cirebon
sejumlah 38,1 km?, luas wilayah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Cirebon nomor 3 tahun 1989 adalah 37,35 km?. Selanjutnya Peraturan
Menteri dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan, ditetapkan wilayah administrasi Kota Cirebon
seluas 37,36 km?. Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 75
tahun 2018 mengakhiri permasalahan batas wilayah Kota Cirebon dengan
Kabupaten Cirebon, dampak dari penetapan batas wilayah terbaru adalah luas
wilayah Kota Cirebon menjadi bertambah.

Keputusan Menteri dalam Negeri RI nomor 050-145 Tahun 2022 tentang
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
dan Pulau, menetapkan luas wilayah administratif Kota Cirebon menjadi 39,44
km?. Luas wilayah tersebut belum termasuk wilayah Pelabuhan yang dikelola
PT Pelabuhan Indonesia Regional II Cirebon dengan luas +0,03 km? sehingga
usulan perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 8 tahun 2012 tentang
RTRW untuk luas wilayah Kota Cirebon menjadi seluas 39,47 km?2. Pada
Keputusan Menteri dalam Negeri RI nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang
Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,
dan Pulau terbaru sehingga sejak peraturan tersebut ditetapkan, luas wilayah
Kota Cirebon menjadi 39,466 km?.
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Gambar II-1 Peta Wilayah Kota Cirebon
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Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024.

Wilayah administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5

bagian Timur Laut dan berada ditengah Kabupaten
rincian untuk 22 kelurahan per kecamatan dengan 24
dan 1.385 Rukun Tetangga (RT).

Tabel II-1 Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT di Kota

(lima) Kecamatan dan 22
(dua puluh dua) Kelurahan, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi
Cirebon. Berikut adalah
9 total Rukun Warga (RW)

Cirebon Tahun 2024

No Kecamatan Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT
Argasunya 11 59

1. | Harjamukti Kalijaga 15 121
Harjamukti 13 59
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No Kecamatan Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT
Kecapi 19 116
Larangan 19 116
Pegambiran 17 83
Kesepuhan 9 63
2. | Lemahwungkuk Lem:hwungkuk 6 44
Panjunan 10 42
Jagasatru 10 51
. Pulasaren 8 40
3. | Pekalipan Pekalipan 12 50
Pekalangan 9 45
Karyamulya 18 92
Sunyaragi 11 55
4, Kesambi Drajat 9 62
Kesambi 7 47
Pekiringan 11 57
Kejaksan 7 40
. Sukapura 10 58
5. | Kejaksan Kebo‘;baru 7 37
Kesenden 11 48
Jumlah 22 249 1.385

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, 2024

2.1.1.2 Karakteristik Geografis

Secara geografis, titik nol Kota Cirebon terletak pada koordinat 6° 43’ 10.5”
Lintang Selatan dan 108° 34’ 18.7” Bujur Timur. Bentuk wilayah Kota Cirebon
memanjang dari Barat pada koordinat 108° 31’ 05.63105” Bujur Timur 7,96
kilometer ke arah timur hingga koordinat 108°35’ 24.04215” Bujur Timur dan
dari utara dimulai dari koordinat 06° 47’ 46.99245” Lintang Selatan ke arah
selatan 11,9 kilometer hingga koordinat 06°41°27.17520” Lintang Selatan.

2.1.1.2.1 Geologi

Hasil kajian Peta Geologi Regionall, di wilayah pesisir Cirebon dan
sekitarnya merupakan endapan aluvium (Qa) terdiri atas kerikil, pasir dan
lempung yang berwarna kelabu. Sedangkan endapan di daerah pantai (Qac)
terdiri atas lumpur hasil endapan rawa, lanau serta lempung kelabu dengan
kandungan cangkang moluska yang memiliki ketebalan beberapa meter. Untuk
geologi wilayah pantai pelabuhan Cirebon mempunyai litologi endapan aluvial
pantai yang terdiri dari selang seling endapan lempung dan pasir. Morfologi
dasar laut perairan pelabuhan Cirebon sangat landai dan hingga tinggi yang
diduga erat kaitannya dengan aktivitas pasang surut di perairan tersebut.
Endapan aluvium itu sendiri terdiri dari kerikil, pasir dan lempung berwarna
kelabu yaitu hasil endapan dengan ketebalan +5 m di sepanjang dataran banjir
sungai. Endapan permukaan ini menyebar di bagian utara dan bagian timur.

Kelompok Batuan Gunung Api disusun oleh hasil erupsi Gunung Api Muda
Ciremai (Qvr) yang terdiri atas lahar, breksi dan batupasir tufan. Hasil gunung
api tua Ciremai (QTvr) mempunyai karakter morfologi yang lebih menonjol
daripada morfologi batuan gunung api muda dengan batuan sekitarnya. Secara
umum terdiri atas lahar, batupasir tufan, dan konglomerat tersisipi oleh lapisan
lava, breksi aliran dan tuf yang tersebar di sebelah selatan yang penyebarannya
sangat terbatas. Kelompok batuan ini berasal dari gunung api yang kemudian
dapat dipisah-pisah yang dikontrol oleh tingkat erosi dan pengaruh dari

1 Silitonga, P.H., Masria, M., dan Suwarna, N., 1996, Peta Geologi Regional
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mekanisme pembentukannya. Berikut adalah Peta Geologi Kota Cirebon
berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota
Cirebon 2025-2045.

Gambar II-2 Peta Geologi Kota Cirebon
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Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.
2.1.1.2.2 Topografi

Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian
bervariasi antara 0-136 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian
mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian +136 meter
di atas permukaan laut, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.
Sebagian besar wilayah kota merupakan dataran rendah +5 meter dan dataran
tinggi pada wilayah selatannya hingga +136 meter di atas permukaan laut.

Gambar II-3 Peta Kemiringan Lereng Kota Cirebon
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Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.
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Gambar di atas merupakan Peta Topografi Kota Cirebon berdasarkan
Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Klasifikasi kemiringan? lahan di wilayah Kota Cirebon:

-  Kemiringan 0-3% terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali
sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti

- Kemiringan 3-8% terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga,
sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti

-  Kemiringan 8-15% terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
Kecamatan Harjamukti

-  Kemiringan 15-30% terdapat di sebagian wilayah kelurahan Argasunya,
Kecamatan Harjamukti.

2.1.1.2.3 Klimatologi

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi curah hujan yang
disebabkan fenomena El Nino dan La Nina. El Nino merupakan fenomena yang
berdampak kekeringan pada wilayah di Indonesia. Sedangkan fenomena La
Nina akan berdampak pada curah hujan yang lebih banyak dari biasanya.

Untuk suhu udara di Kota Cirebon memiliki temperatur udara yang cukup
tinggi dikarenakan lokasinya yang berada di pantai utara pulau Jawa yaitu
suhu udara rata-rata tahun 2023 antara 26,4°C hingga 30,6°C. Sedangkan
suhu udara minimum terjadi pada bulan dan maksimum rata-rata 28,3°C. Pada
tabel berikut disajikan data fluktuasi suhu udara di Kota Cirebon yang
bersumber dari Pos Meteorologi Penggung.

Tabel II-2 Rata-rata Suhu Udara per Bulan di Kota Cirebon (°C)

No Bulan 2019 2020 2021 2022 2023
Min | Rata? | Maks | Min | Rata®? | Maks | Min | Rata? | Maks | Min | Rata® | Maks Min Rata? | Maks
1. | Januari 23,0 | 27,5 | 34,4 | 23,6 | 27,8 | 35,2 | 23,2 | 26,5 | 33,0 | 23,0 | 27,3 | 34,4 22,8 26,9 35,5
2. | Februari 23,0 | 27,2 | 34,2 | 23,0 | 27,2 | 33,8 | 22,8 | 26,5 | 33,8 | 23,0 | 26,9 | 34,6 22,8 26,4 33,6
3. | Maret 22,8 | 27,1 34,2 | 21,4 | 27,7 | 34,4 | 22,2 | 27,3 | 34,6 | 22,6 | 27,4 | 34,5 22,2 27,3 34,8
4. | April 23,8 | 28,2 | 34,4 | 23,2 | 28,0 | 34,8 | 22,8 | 28,1 35,0 | 22,8 | 27,9 | 34,8 22,8 27,8 34,6
5. | Mei 22,6 | 28,3 | 34,6 | 23,8 | 28,3 | 34,8 | 22,9 | 28,4 | 34,8 | 22,8 | 28,1 34,4 22,7 28,6 34,2
6. |Juni 19,0 | 27,8 | 34,8 | 22,8 | 27,8 | 34,6 | 23,0 | 27,3 | 34,4 | 22,4 | 27,2 | 33,6 21,9 28,4 35,6
7. | Juli 20,6 | 27,7 | 34,2 | 21,0 | 28,0 | 34,0 | 21,2 | 27,7 | 34,6 | 21,0 | 27,5 | 34,0 22,0 28,1 34,4
8. | Agustus 21,6 | 27,8 | 34,8 | 22,4 | 28,5 | 35,6 | 22,8 | 28,6 | 36,4 | 22,8 | 28,2 | 35,2 19,0 28,1 36,2
9. | September | 21,6 | 28,3 | 36,4 | 23,2 | 29,7 | 36,4 | 22,6 | 289 | 35,8 | 22,8 | 29,0 | 36,0 20,6 29,3 36,8
10 | Oktober 23,2 | 30,3 | 38,6 | 23,2 | 29,2 | 37,0 | 23,0 | 29,5 | 37,0 | 22,6 | 28,0 | 35,4 21,5 30,6 38,4
11 | Nopember | 24,8 | 30,5 | 38,2 | 23,6 | 28,6 | 35,4 | 22,2 | 27,6 | 35,0 | 22,0 | 27,5 | 35,0 24,2 30,2 37,4
12 | Desember | 23,6 | 29,0 | 37,0 | 22,9 | 26,9 | 34,0 | 22,8 | 27,4 | 34,4 | 22,4 | 27,2 | 34,0 23,8 29,4 36,4
Rata-rata 22,5 | 28,3 | 35,5 | 22,8 | 28,1 35,0 | 22,6 | 27,8 | 34,9 | 22,5 | 27,7 | 34,7 | 34,09 | 22,19 | 28,43

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Sedangkan untuk curah hujan umumnya terjadi mulai bulan Oktober
hingga bulan Juni dan pada bulan Agustus hingga September tidak terjadi
curah hujan. Sepanjang tahun 2023 terjadi hujan selama 121 hari dan curah
hujan sebesar 2.190,7 mm. Peningkatan jumlah intensitas curah hujan tidak
berbanding lurus dengan hujan yang turun dalam setiap periodenya. Hal ini
terlihat pada tahun 2022 bahwa jumlah curah hujan mencapai puncak tertinggi
dalam periode 2019-2023 sebesar 2.725 mm dan turun rata-rata sebanyak
15,67 hari pada setiap bulannya. Tingginya curah hujan yang terjadi ditengarai
turut berpengaruh pada tingginya intensitas kejadian banjir di beberapa titik
wilayah Kota Cirebon yang kemungkinan disebabkan daya tampung drainase

2 Arsyad, S. 2010. Konservasi tanah dan air, Institut Pertanian Bogor
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yang kurang mencukupi serta adanya pembangunan yang berdampak pada
berkurangnya daya serap air karena tutupan lahan karena. Berikut ilustrasi
curah hujan dan peta sebaran hujan berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota
Cirebon 2025-2045.

Tabel II-3 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Cirebon (mm)

2019 2020 2021 2022 2023
No Bulan Curah | Hari | Curah | Hari | Curah | Hari | Curah | Hari | Curah | Hari
Hujan | Hujan | Hujan | Hujan | Hujan | Hujan | Hujan | Hujan | Hujan | Hujan
1. |Januari 229,8 22 550 24 437,5 25 490,1 26 409,8 18
2. |Februari 465,9 23 588,3 25 540,5 21 242,9 22 396,1 23
3. | Maret 305 23 370,5 25 261,7 19 2429 22 204,8 10
4. | April 285,4 17 176,5 16 134,6 11 293,5 15 207,3 20
5. | Mei 162 11 240,1 17 55 7 168,3 16 86,5 10
6. |Juni 3 1 92,6 7 159,4 14 126,6 14 62,3 3
7. |Juli 0 1 50,9 5 20,4 5 212,1 10 11 3
8. |Agustus 0 0 8,3 6 16,5 4 1,7 2 0 0
9. | September 0 0 18,6 4 118,1 7 27,1 7 0 0
10 | Oktober <0,5 3 137,7 9 67,8 5 327,6 16 5 4
11 | Nopember 5,7 3 212,8 14 302,5 23 182,2 20 82,5 11
12 | Desember | 319,5 17 212,8 22 418,3 27 409,8 18 114,7 14
Jumlah 1776,3 121 | 2659,1 172 | 2532,3 168 2725 188 1580 116
Rata-rata 161,48 | 10,08 | 221,59 | 14,33 | 211,03 14 227,1 | 15,67 | 131,67 | 9,67

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Gambar II-4 Peta Curah Hujan Kota Cirebon
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Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Kecepatan angin di Kota Cirebon cukup kencang, hal ini disebabkan lokasi
Kota Cirebon yang berada di pesisir utara pulau jawa. Dalam tahun 2023,
kecepatan tertinggi dari arah selatan terjadi pada bulan Agustus dan bulan
September sebesar 56 km/jam. Sedangkan kecepatan rata-rata tertinggi terjadi
pada bulan september antara 11-43 km/jam. Kecepatan angin 2 meter per detik

(7,2 km/jam) memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang
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menghasilkan listrik melalui turbin3. Berikut data BMKG untuk kecepatan
angin yang bersumber dari Stasiun Pos Penggung Kota Cirebon.

Tabel II-4 Kecepatan Angin di Kota Cirebon (km/jam)

Bulan 2020 2021 2022 2023
Maks| Rata?| Dari arah | Maks | Rata?| Dari arah | Maks| Rata?| Dari arah | Maks| Rata?| Dari arah

Januari 26 n.a Barat 30 5-15 Barat 46 5-20 | Timur Laut| 46 7-18 Barat
Februari 35 n.a Barat 37 n.a Barat 46 6-16 Barat 48 7-28 Barat
Maret 26 n.a Barat 37 n.a Barat 72 6-18 Barat 46 6-24 Barat
April 22 n.a | Timur Laut| 39 7-13 | Timur Laut| 44 6-8 Timur 31 7-20 | Barat laut
Mei 24 n.a Timur 24 13-24 Timur 43 6-16 Timur 46 8-28 Selatan
Juni 22 n.a Timur 26 9-26 Timur 41 4-25 Selatan 33 9-23 Selatan
Juli 37 n.a Selatan 35 8-35 Selatan 35 6-24 Selatan 52 | 10-38| Selatan
Agustus 33 n.a Timur 37 8-37 Selatan 43 | 8-33 Selatan 56 | 9-41 Selatan
September 37 n.a Selatan 37 8-37 Selatan 37 8-25 Selatan 56 | 12-43| Selatan
Oktober 46 n.a Selatan 33 7-33 Selatan 30 5-19 Selatan 21 11-26| Timur laut
November 41 n.a Timur 33 5-11 | Timur Laut 41 6-15 | Timur Laut| 33 8-24 | Timur laut
Desember 52 n.a Barat 26 4-26 | Timur Laut| 46 7-18 Barat 37 4-16 | Timur laut

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Disamping angin yang cukup kencang karena lokasinya sebagai kota di
pesisir Pulau Jawa, potensi intensitas mataharinya maksimal sepanjang tahun
walaupun terjadi anomali pada tahun 2022 karena curah hujan yang tinggi dan
hujan selama 188 hari. Intensitas matahari yang cukup menjadi sumber energi
yang sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan di Kota Cirebon. Untuk itu
diperlukan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangannya sebagai
sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar
fosil sebagai pembangkit listrik. Tabel berikut ini disajikan data BMKG untuk
potensi intensitas sinar matahari dengan sumber data Stasiun Meteorologi
Kertajati:

Tabel II-5 Intensitas Matahari di Stamet Kertajati (%)

BUlan 20.20 2921 2922 2923

Max | min | Rata?| Max | min | Rata®> | Max | min | Rata®> | Max | min | Rata?
Januari 100 55 91,5 100 68 89 100 64 85 100 49 78
Februari 100 | 67,5 | 92,8 100 3 83 100 54 81 100 43 88
Maret 100 | 62,5 | 93,8 100 60 89 n.a n.a n.a 100 25 89
April 100 45 93 100 74 93 100 63 90 100 2,5 83,2
Mei 100 | 56,3 95 100 78 97 100 13 84 100 | 16,3 89,43
Juni 100 91 98 100 56 92 100 63 88,3 100 51 95
Juli 100 88 98.8 100 34 88 100 41 79 100 70 97
Agustus 100 88 99 100 12 86 100 75 91 100 88 96
September 100 73 96 100 56 96 75 13 56 100 90 100
Oktober 100 59 93 100 63 94 100 34 76 100 | 37,5 96,2
November 100 | 62,5 | 92,7 100 13 80 93 41 68 100 73 93
Desember 100 3 87 100 16 82 100 49 82 100 | 12,5 86,8

Sumber: Stamet Kertajati

2.1.1.2.4 Hidrologi

Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam, air
permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5-10
meter untuk dataran rendah dan mencapai 20-30 meter untuk dataran tinggi
(di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di Kawasan pantai pada
umumnya sudah terkena intrusi air laut.

3 Suandi, Andi, et al. "Analisis Pengaruh Kecepatan Angin Pada Pembangkit Listrik Tenaga
Angin." Teknobiz: Jurnal llmiah Program Studi Magister Teknik Mesin 12.3 (2022): 168-173.
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Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber dari
pasokan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota
Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis Kabupaten Kuningan.
Sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur
dengan kedalaman antara 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter, di
samping itu ada beberapa daerah/wilayah yang kondisi air tanahnya relatif
sangat rendah dan rasanya asin karena intrusi air laut dan tidak dapat
digunakan untuk keperluan air minum.

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-
anak sungai. Di Kota Cirebon terdapat 4 (empat) sistem sungai yang tersebar
merata di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila
(penyatuan dari Sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean
(Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng,
dan Kali Lunyu). Sungai juga berfungsi sebagai batas wilayah antara Kabupaten
Cirebon dan sebagai saluran pembuangan air. Berikut adalah Peta Daerah
Aliran Sungai Kota Cirebon berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon
2025-2045.

Gambar II-5 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cirebon

PROVINSI
JAWA BARAT

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045
2.1.1.2.5 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan salah satu elemen utama pembentuk ruang perkotaan
dimana aktivitas kota berlangsung sehingga lahan menjadi sumber daya yang
sangat penting bagi sebuah kota. Sebagai elemen penting dalam kegiatan
perkotaan, penggunaan lahan menjadi harus dikelola untuk dapat memberikan
manfaat optimal bagi perkembangan kota. Dari sudut pandang ekonomi, lahan
merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam
produksi (Lichrield dan Drabkin, 1980).

Penggunaan lahan dapat dipahami sebagai wujud atau bentuk usaha
kegiatan, pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu (Jayadinata,
1992). Secara garis besar, penggunaan lahan dapat dilihat dari proporsi lahan
terbangun dibandingkan dengan lahan tidak terbangun. Dalam periode tahun
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2009 hingga 2022, terdapat perubahan proporsi lahan terbangun di Kota
Cirebon.

Peta berikut adalah proporsi penggunaan lahan Kota Cirebon tahun 2009
dengan dengan 22 jenis lahan.

Gambar II-6 Penggunaan Lahan Kota Cirebon 2009

Sumber: Bappeda Kota Cirebon 2009

Berdasarkan hasil kajian penggunaan lahan yang dilaksanakan oleh
Bappeda Kota Cirebon pada tahun 2009, diperoleh proporsi lahan terbangun
Kota Cirebon sebesar 53,25% dan lahan tidak terbangun 46,75%. Sementara
itu, berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2022, proporsi lahan terbangun
sebesar 63,41% dan lahan tidak terbangun sebesar 36,59%. Terlihat adanya
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kenaikan proporsi luas lahan terbangun sebesar 10,16% di Kota Cirebon dalam
kurun waktu 13 tahun.

Selanjutnya adalah peta penggunaan lahan Kota Cirebon tahun 2023
sebagai perbandingan perubahan pola ruang dalam kurun waktu lebih dari
satu dekade. Perubahan pola ruang untuk guna lahan ruang terbuka berkurang
cukup signifikan, hal ini merupakan konsekuensi terhadap perkembangan kota
dan pertambahan jumlah penduduk dalam pemanfaatan ruang. Peta berikut
adalah proporsi penggunaan lahan Kota Cirebon tahun 2023 dengan dengan 24
jenis lahan.

Gambar II-7 Penggunaan Lahan Kota Cirebon 2023

KETERANGAN

[[] Area parkir can lapangan [] Permukaan diperkeras lan

(] Bangunan Bukan Permukiman [ PermukaaniLapangan Diperkeras

[_] 8angunan Permukiman Campuran I Rawa

B Hamparan Pasic [ satvran A

I Hutan [ sawah

[ Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota [l Semak Belukar (Beiukar)
Jaringan Jalan [ semak Belukar (Belukan

[ sungai

[ Tambak
[ vegalaniLadang
[[7] Lahan tervuka Alsmi lainnya I Tempat penimbunan dan pembuangan sampah
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SKALA - 1:50,000

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar BIG Tahun 2021
2. CSRT BIG Tahun 2020

3. Batas Kota, Permendagri No, 75 Tahun 2018
4, Pengoiahan data tahun 2020 -2023

Catatan
- Ketelitan informasi pada peta n| berskala 125,000

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Sebagai kota dengan wilayah yang relatif kecil dan karakter kawasan urban,
tak heran jika penggunaan lahan di wilayah Kota Cirebon didominasi oleh lahan
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terbangun. Hal ini berkorelasi erat dengan dinamika pembangunan sektor
perdagangan dan jasa yang menjadi penggerak pembangunan Kota Cirebon
dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Berikut ini merupakan grafik data
primer untuk guna lahan Kota Cirebon.

Tabel II-6 Proporsi Penggunaan Lahan di Kota Cirebon 2022

No. Jenis Proporsi
1 |Bangunan Permukiman/Campuran 48,84 %
2 |Bangunan Bukan Permukiman 10,24 %
3 | Semak Belukar (Belukar) 9,25 %
4 | Kebun Campuran 8,97 %
S |Lahan terbuka Alami lainnya 6,45 %
6 |Sawah 3,45 %
7 |Jaringan Jalan 2,80 %
8 |Tegalan/Ladang 2,20 %
9 |Tambak 2,13 %
10 |Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota 2,06 %
11 |Jaringan Rel Kereta 0,67 %
12 | Sungai 0,54 %
13 | Padang rumput 0,46 %
14 | Area parkir dan lapangan 0,43 %
15 |Hamparan Pasir 0,40 %
16 | Kolam Air Tawar 0,37 %
17 | Permukaan/Lapangan Diperkeras 0,19 %
18 | Rawa 0,15 %
19 | Permukaan diperkeras lain 0,12 %
20 | Tempat penimbunan dan pembuangan sampah | 0,12 %
21 |Hutan 0,09 %
22 | Saluran Air 0,06 %

Sumber:Bappelitbangda,2024

Pengendalian penggunaan lahan perkotaan telah diupayakan melalui
penyusunan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan hasil penilaian terhadap
pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011-
2031, Kawasan Lindung yang ditetapkan seluas 372,98 Ha, diperoleh hasil
penilaian perwujudan rencana pola ruang kawasan lindung dalam RTRW Kota
Cirebon adalah sebagai berikut:

- Nilai pemanfaatan ruang yang tidak mendukung fungsi lindung adalah
seluas 27,96 Ha atau 7,49 % dari luas kawasan lindung yang ditetapkan;

- Nilai perwujudan yang sudah terwujud adalah seluas 345,03 Ha atau
92,51% dari luas kawasan lindung yang ditetapkan.

Gambar II-8 Proporsi perwujudan rencana pola ruang kawasan lindung (Ha)
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Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota [ e 2,06 %

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Sementara itu, Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya yang ditetapkan
adalah seluas 3.489,44 Ha, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

- Nilai perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya adalah seluas
1.987,64 Hektar atau 56,96 % dari kawasan budidaya yang ditetapkan.

- Nilai pemanfaatan ruang yang belum terwujud adalah seluas 1.475,81 Ha
atau 42,29 % dari luas kawasan budidaya yang ditetapkan.
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- Nilai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai adalah seluas 25,99 Ha atau
0,74 % dari luas kawasan budidaya yang ditetapkan.

Terdapat banyak tantangan dalam upaya perwujudan rencana tata ruang.
Dalam perwujudan kawasan lindung, lebih dari 90% rencana telah terwujud.
Hal ini menunjukkan berhasilnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang
telah dilakukan, antara lain melalui mekanisme perizinan yang selama ini
berlangsung. Selain itu, terdapat regulasi yang mendukung upaya
perlindungan terhadap kawasan lindung yang umumnya merupakan ruang-
ruang hijau, baik regulasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Gambar II-9 Proporsi perwujudan rencana pola ruang kawasan budidaya (Ha)
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Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon 2024

Sementara itu, tantangan yang lebih besar dihadapi dalam upaya
perwujudan kawasan budidaya. Nilai perwujudan kawasan budidaya diperoleh
sekitar 57% atau dapat dikatakan perwujudan kawasan peruntukan/zona budi
daya belum terwujud. Dalam realitasnya, tidak mudah menaklukkan kondisi
eksisting di lapangan yang berbeda dengan rencana karena berbenturan
dengan kepentingan pemilik bangunan maupun pemilik lahan. Upaya
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan seringkali menemui kondisi
deadlock karena konsekuensi membongkar bangunan memiliki konsekuensi
biaya yang tidak sedikit. Di luar itu, masih terhadap beberapa kelemahan pada
sistem pengendalian yang melibatkan banyak pihak, kelembagaan maupun
dukungan regulasi.

2.1.1.3 Lingkungan Hidup
2.1.1.3.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan diberlakukan untuk tujuan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang RI
Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya preventif maupun represif
dalam menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik yang
dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Hal tersebut perlu
dilakukan dalam proses pembangunan guna meminimalisir dampak
pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap makhluk hidup. Berikut data
terkait sistem pengelolaan limbah yang harus dimiliki oleh perusahaan di Kota
Cirebon dan penegakan hukum lingkungan hidup:

Tabel II-7 Kepemilikan Pengolahan Limbah oleh Perusahaan

No. Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik 2020 2021
1. Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan) 56 66

2. | Tidak Memiliki Pengolahan Limbah (Perusahaan) 241 1.257
Sumber: Cirebon Satu Data, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan di
Kota Cirebon yang belum memiliki pengolahan limbah. Hal ini sangat riskan
adanya kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah yang tidak
diolah dengan baik dapat mencemari air, udara, dan tanah, menyebabkan
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kerusakan pada lingkungan sekitarnya. Ini dapat membahayakan kehidupan
hewan dan tanaman, serta mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, industri
wajib memiliki Izin lingkungan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Berikut jumlah industri wajib izin lingkungan di Kota Cirebon sebagai berikut:

Tabel [I-8Jumlah Industri Wajib Izin Lingkungan

Jumlah Industri 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022
Memiliki SPPL 198 235 213 169 144 158
Memiliki UKL-UPLD atau PLH 23 24 28 19 9 47
Izin Lingkungan Yang Memiliki Amdal n.a 2 n.a 2 1 2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Gambar II-10 Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan (Pelaku Usaha)
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Sanksi administrasi diperlukan dalam penegakan hukum yaitu berupa
sanksi yang ringan, seperti teguran tertulis, peringatan hingga kepada perintah
penghentian sementara atau penghentian permanen untuk sebagian kegiatan
atau seluruhnya. Dalam Penegakan hukum lingkungan, diperlukan
pengawasan oleh aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan
terlatih untuk menegakkan peraturan di bidang lingkungan, namun hal ini
masih terhambat dengan keterbatasan aparatur yang telah mengikuti pelatihan
pengawasan lingkungan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di
Kota Cirebon. Untuk itu diperlukan instrumen elektronik berupa sensor yang
harus dimiliki oleh perusahaan guna memantau pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup. Berikut merupakan pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan
perizinannya dan diberikan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya
terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah.

2.1.1.3.2 Kualitas Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021
tentang IKLH yang merupakan nilai yang dapat menggambarkan kualitas
lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam mengukur
capaian IKLH, dilakukan klasifikasi penilaian menjadi 5 kategori yaitu:

Sangat baik (IKLH = 90);
Baik (70 < IKLH < 90);
Sedang (50 < IKLH < 70);
Buruk (25 < IKLH < 50); dan
5. Sangat buruk (IKLH < 25).

i

Indeks ini mencakup sejumlah parameter yang mencerminkan keadaan
lingkungan, baik dari segi biologis, fisik, maupun kimia. Indikator kualitas
lingkungan mulai tahun 2020 terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air
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(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks
Kualitas Air Laut (IKAL). Pada Tahun 2021, berdasarkan surat dari Direktorat
Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor
S.318/PPKLH/SET/REN.O/12 /2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-
2024 tertanggal 4 Desember 2020, Perhitungan IKLH mengalami perubahan
dimana sebelumnya rumus perhitungan IKLH adalah (30% xIKA) +
(30% x IKU) + (40% X IKTL) dan sejak tahun 2021 rumus perhitungan IKLH
menjadi (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL). Salah satu metode untuk
menghitung status mutu air untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks
Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 2022 dilakukan
pengambilan sampel pada 13 titik pengamatan yang mewakili sungai-sungai
utama di Kota Cirebon. Sebanyak 11 titik sampling diantaranya dalam kategori
tercemar ringan dan 2 titik sampling dalam kategori tercemar sedang.
Sedangkan pada periode 2 tahun 2022 dapat dilihat bahwa 12 titik sampling
dalam kategori tercemar ringan dan 1 titik sampling dalam kategori tercemar
sedang.

IKU di Kota Cirebon dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah
permukiman, perkantoran, kawasan industri, dan transportasi. Pada Tahun
2022 dilakukan pengujian kualitas udara hasil pengukuran pada 12 titik
pengamatan di Kota Cirebon. Berdasarkan analisis laboratorium hasil
pengukuran pada 12 titik pengamatan, kandungan Nitrogen Dioksida (NOy)
pada tahun 2022 yang terkecil terdapat di kawasan pemukiman sedangkan
nilai kandungan yang terbesar terdapat berada di wilayah perkantoran dan
transportasi. Sedangkan untuk kandungan rata-rata Sulfur dioksida (SO2) yang
terkecil terdapat di wilayah perkantoran, sedangkan nilai kandungan yang
terbesar terdapat kawasan industri.

Sedangkan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan
menjumlahkan luas tutupan hutan yang ada di Kota Cirebon. Tutupan hutan
tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hutan lahan kering primer,
hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove
sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman,
semak/belukar, semak/belukar rawa, dan ruang terbuka hijau.

IKLH di Kota Cirebon yang mengalami fluktuasi pada nilai indeksnya. Salah
satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya beberapa kali perubahan
dalam metode yang digunakan terutama yang terlihat sangat signifikan
penurunan di tahun 2018. Di tahun 2022 nilai IKA berada pada nilai 47,69
menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu 55,38 dan 50 di tahun 2020. Adapun
penyebab penurunan IKA ini bisa termasuk karena adanya peningkatan
pencemaran industri, perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain
yang mempengaruhi kualitas air.

IKU selama 9 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Perubahan dalam metode
yang digunakan dalam kurun waktu tersebut menjadi salah satu penyebab naik
turunya angka IKU. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan signifikan dalam nilai
IKU, mencapai 78,03. Namun, selanjutnya, terjadi penurunan pada tahun 2019
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dan 2021, meskipun terjadi sedikit peningkatan kembali pada tahun 2022
menjadi 74,27 (Kategori Baik) dengan nilai rerata hasil pengukuran NO> sebesar
15,05 pg/m3 dan SOz 12,86 pg/ms.

Sedangkan, selama periode tahun 2014-2020 nilai indeks kualitas tutupan
lahan di Kota Cirebon cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Namun di
tahun 2021-2022 terjadi penurunan cukup signifikan dimana pada tahun 2020
nilai IKTL mencapai 35,78, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 27,96 dan
kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 23,28.
Terjadinya alih fungsi lahan di Kota Cirebon menjadi salah satu penyebab
terjadinya penurunan nilai IKTL.

Gambar II-11 Indikator IKA, IKU dan IKTL Kota Cirebon
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

IKLH dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang
sebenarnya di Kota Cirebon. Kondisi lingkungan hidup ini menggunakan
kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan lahan sebagai indikator seperti
yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun
2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain. Berikut merupakan nilai IKLH Kota Cirebon.

Gambar II-12 IKLH Nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Perhitungan IKLH tahun 2018 Kota Cirebon berada pada angka 44,07. Jika
dimasukkan pada rentang nilai IKLH maka nilai IKLH Kota Cirebon tergolong
dalam kategori “Kurang”. Sedangkan dari perhitungan IKLH tahun 2019, dapat
diketahui bahwa IKLH Kota Cirebon berada pada angka 51,96 tergolong dalam
kategori “Sedang”. Sedangkan dari perhitungan IKLH tahun 2020, dapat
diketahui bahwa IKLH Kota Cirebon berada pada angka 56,25 tergolong dalam
kategori “Sedang”. Selanjutnya untuk tahun 2021, nilai IKLH Kota Cirebon
tergolong dalam kategori “Sedang”, dimana maka nilai IKLH Kota Cirebon
berada pada angka 55,70. Secara umum, jika dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya nilai IKLH Kota Cirebon pada tahun 2022 mengalami penurunan
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yang cukup signifikan walaupun kategorinya masih sama yaitu dalam kategori
“Sedang”. Data tersebut juga menunjukan bahwa nilai IKLH Kota Cirebon
masih ada dibawah nilai IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

2.1.1.3.3 Hasil Kajian Lingkungan Hidup
A. Ekoregion

Wilayah Kota Cirebon terdiri dari 4 Jenis Dataran dan 1 Perbukitan, yang
terdiri atas Dataran Fluvial Berombak-Bergelombang sebanyak 35,83%
wilayah, Dataran Vulkanik Berombak-bergelombang sebesar 36,60%,
Perbukitan Struktural dengan lipatan sebesar 14,57%, dataran fluvial
bermaterial alluvium 0,06% dan dataran fluvio marin bermaterial alluvium
sebesar 12,95%.

B. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Potensi Timbulan Sampah : potensi timbulan sampah pada tahun 2045
dinyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Cirebon adalah sebanyak
454182 jiwa. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan sekitar
1.135.455,00 Liter/tahun.

2. Potensi Timbulan Tinja : potensi timbulan lumpur tinja pada tahun 2045
dinyatakan bahwa jumlah Penduduk Kota Cirebon Sekitar 454182 Jiwa.
Potensi lumpur tinja yang dihasilkan sekitar 227.091,00 liter/hari.

3. Potensi Resiko Bencana : Kajian risiko bencana diperoleh dari hasil
analisis bahaya, analisis kerentanan (kerentanan penduduk terpapar,
kelompok rentan, penduduk miskin, disabilitas, kerugian fisik dan
kerugian ekonomi) dan analisis kapasitas sehingga dihasilkan sebaran
nilai risiko yang terdiri dari nilai rendah, sedang, dan nilai risiko tinggi
berdasarkan masing-masing kecamatan.

a. Risiko Banjir
b. Cuaca Ekstrim
C. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

1. Jasa Ekosistem Penyedia Air : Jasa ekosistem penyedia air paling besar
berada di Kecamatan Harjamukti, dengan kategori Tinggi memiliki
luasan sebesar 837,76 ha dan kategori sangat tinggi sebesar 99,77 ha.
Kemudian di Kecamatan Pekalipan mempunyai Jasa ekosistem penyedia
air paling rendah hanya memiliki total luasan sebesar 159,76 ha, dan
didominasi oleh kategori rendah dengan luasan sebesar 147,62 ha.

2. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan : Jasa ekosistem penyedia pangan di
Kota Cirebon didominasi oleh Kategori sangat Rendah dengan
persentase terhadap total sebesar 59%, diikuti oleh kategori tinggi
sebesar 34%. Berdasarkan hasil Analisis GIS didapat kesimpulan bahwa
kategori paling tinggi terdapat di wilayah Harjamukti, sedangkan
kategori rendah berada di daerah kejaksan dengan luasan sebesar 20,12
ha.

3. Jasa Ekosistem Penyedia Serat : Jasa Ekosistem Penyedia Serat di Kota
Cirebon didominasi oleh kategori tinggi dengan nilai 59,3% diikuti
kategori sangat tinggi 25,6%, kategori sedang 8,6%, kategori sangat
rendah 4,5%, dan kategori rendah 2,1%. Berdasarkan hasil Analisis GIS
disimpulkan bahwa jasa ekosistem penyedia serat kategori sangat tinggi
ada di Kecamatan Harjamukti dengan luasan sebesar 545,92 ha.
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4. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar : Kota Cirebon didominasi oleh
jasa ekosistem penyedia bahan bakar kategori sedang dengan
persentase sebesar 57,95%, diikuti kategori tinggi 17,36%, kategori
rendah 11,91%, kategori sangat tinggi 8,20%, dan kategori sangat
rendah 4,55%. Kategori sangat tinggi tersedia di Kecamatan Harjamukti
dengan luasan sebesar 122,70 ha diikuti oleh Kecamatan Kesambi
dengan luasan sebesar 108,79 ha, sedangkan kategori sangat rendah
paling rendah adalah Kecamatan Kejaksan dengan luasan sebesar 24,42
ha.

S5.Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik : Kota Cirebon
didominasi oleh kategori sedang dengan persentase sebesar 56,05%,
diikuti dengan kategori sangat tinggi sebesar 28,36%, kategori Rendah
sebesar 11,55%, sangat rendah 4%, dan tinggi 0,04%.

6.Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana : Kota
Cirebon didominasi oleh kategori sedang sebesar 64,64%, diikuti sangat
tinggi sebesar 25,52%, sangat rendah 4,48%, tinggi 2,88% dan rendah
sebesar 2,49%. Kategori sedang terbesar berada di wilayah Kecamatan
Harjamukti dengan luasan 998,77 ha, sedangkan kategori sangat
rendah paling sedikit di Kecamatan Kejaksan sebesar 21,41 ha.

7. Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air : Kota Cirebon didominasi
oleh kategori Sedang sebesar 58,88%, diikuti dengan kategori tinggi
sebesar 14,95%, kategori rendah 11,56%, sangat tinggi 6,53%, dan
sangat rendah 6,53%.

D. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Luas daerah terhadap pemanfaatan sumber daya alam Penyedia Pangan
Kota Cirebon daerah yang memiliki efisiensi 0-10% seluas 3.550,91 Ha, efisiensi
10-20% seluas 235,07 Ha, efisiensi >20% seluas 39,24 Ha. Luas Daerah
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Penyedia Air Kota Cirebon yang memiliki
efisiensi 0-10% seluas 3.575,70 Ha, efisiensi 10-20% seluas 192,20 Ha, efisiensi
>20% seluas 57,32 Ha. Luas Daerah Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Cirebon yang memiliki efisiensi 0-10%
seluas 3.690,53 Ha, efisiensi 10-20% seluas 78,08 Ha, efisiensi >20% seluas
56,61 Ha.

E. Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Besar kecilnya tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim pada
suatu daerah ditentukan oleh tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas
adaptasi dari suatu daerah. Indeks kerentanan menunjukan besar kecilnya
selang toleransi terhadap perubahan iklim. Indek kerentanan disusun dengan
mengkombinasikan indeks keterpaparan, sensitivitas dan indeks kapasitas
adaptasi.

F. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Pendukung Keanekaragaman Hayati di Kota Cirebon Tergolong pada
kategori rendah sebesar 62%, berada pada kategori sangat tinggi
sebesar 26% luasan, dan rendah sebesar 2%. Kecamatan Harjamukti memiliki
Jasa Ekosistem Pendukung paling tinggi dengan luasan daerah kategori Sangat
Tinggi sebesar 556,79 Ha. Adapun Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi
Terhadap Perubahan Iklim Kota Cirebon memiliki Risiko Kerentanan 3 (Sedang)
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serta indeks Adaptasi dalam rentang 0,51-0,57 (sedang) maupun Indek
Kerentanan Sensitivitas dalam rentang 0,28- 0,58 (sedang).

2.1.1.3.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk
Pembangunan

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui,
dipahami dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan. Dalam menghitung atau menentukan kapasitas daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup diperlukan beberapa pertimbangan ruang
dan sifatnya, tipe pemanfaatan ruang, ukuran produk lingkungan hidup utama
(udara dan air), penggunaan atau penutupan lahan mendukung publik (hutan),
dan penggunaan tertentu untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,
makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya tampung
lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dimodelkan dengan
jasa ekosistem penyediaan pangan dan jasa ekosistem penyediaan air bersih.

A. Daya Dukung Penyedia Pangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan,
ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan. Bencana, pandemi, serta kerusuhan dapat membuat kondisi
pangan menjadi rentan akan kelangkaan karena terjadi kekurangan produksi
dan akses, serta faktor lain dapat menghalangi manusia untuk memperolehnya.

Tabel II-9 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Cirebon Tahun 2023 & 2045

Ketersediaan Pangan ST d' RN
(*1016 kkal/tahun) - elisih Ketersediaan dan Kebutuhan
Kecamatan Kebutuhan Pangan (*1076 kkal/tahun) (*1076 kkal/tahun)

2023 2023 2045 2023 2045
Harjamukti 903,65 100.188,25 133.350,21 -99.284,60 -132.446,56

Kejaksan 105,94 36.673,72 48.812,23 -35.770,07 -47.908,59

Kesambi 340,63 61.549,51 81.922,41 -60.645,86 -81.018,76

Lemahwungkuk 210,79 45.896,10 61.087,29 -44.992,46 -60.183,65

Pekalipan 30,2 23.476,58 31.247,18 -22.572,93 -30.343,53

KOTA CIREBON 1.591,20 267.784,17 356.419,32 -266.880,52 -355.515,68
Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045
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Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan
kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah
potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Ketersediaan pangan per
tahun dihitung dari produksi pangan dan identifikasi jenis serta luasan tutupan
lahan pada di kawasan perencanaan. Berdasarkan data ketersediaan dan
kebutuhan pangan Kota Cirebon pada tahun 2023 dan 2045, terdapat selisih
kebutuhan pangan di seluruh Kecamatan Kota Cirebon yang menunjukkan nilai defisit
hingga 20 tahun mendatang.

Gambar II-13 Peta Status Pangan Tahun 2045
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Sumber Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Peta di atas merupakan status pangan berdasarkan Dokumen KLHS RPJPD
Kota Cirebon 2025-2045. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang
memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya
stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro, meso dan mikro,
tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas
konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk
mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro
yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan
harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta
faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam
bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan
pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan
indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga
aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan
pangan. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai
komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai IKP. Nilai IKP
ini mengukur sejauh mana suatu wilayah dapat memastikan ketersediaan
pangan yang mencukupi bagi penduduknya.
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Kota Cirebon berada pada urutan 23 nilai IKP tertinggi di Provinsi Jawa
Barat dengan nilai 70,28 walaupun masih dibawah nilai IKP Provinsi Jawa
Barat. Penurunan indeks keterjangkauan yang cukup signifikan dimana pada
tahun 2021 nilai Indeks Keterjangkauan Kota Cirebon sebesar 74,01 turun
menjadi 69,75 di tahun 2022. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya inflasi
harga pangan di tahun 2022 atau penurunan daya beli masyarakat. Sama
halnya dengan indeks keterjangkauan yang menurun, indeks pemanfaatan juga
mengalami penurunan di tahun 2022. Dimana di tahun 2022 nilai indeks
pemanfaatan Kota Cirebon sebesar 70,71 turun dibandingkan dengan tahun
2021. Penurunan indeks pemanfaatan ini bisa mengindikasikan kurangnya
akses terhadap sumber daya gizi atau kekurangan pengetahuan tentang gizi
yang baik pada masyarakat.

Gambar II-14 IKP Wilayah Provinsi Jawa Barat
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Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023

Hubungan antara indeks ketahanan pangan dengan indeks ketersediaan,
indeks keterjangkauan, dan indeks pemanfaatan adalah korelasional, di mana
peningkatan pada satu atau beberapa aspek dapat berkontribusi pada
peningkatan keseluruhan ketahanan pangan. Di tahun 2023 Indeks Ketahanan
Pangan Kota Cirebon meningkat yang terjadi ke-3 aspeknya. Dalam
menghadapi risiko ketidakpastian pangan dan kelemahan dalam sistem pangan
lokal karena adanya penurunan nilai IKP, perlu diidentifikasi penyebab
penurunan dan merumuskan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Gambar II-15 Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan IKP Kota Cirebon
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B. Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu
mengenai potensi ketersediaan air yang ada di Kota Cirebon, yang dimana
sumber air bakunya berasal dari air permukaan. Kebutuhan air domestik,
dihitung dengan mengacu pada SK.146/MENLHK,/ SETJBN/KUM.1/2/2023
tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional serta

69,75 70,71 70,28

diselaraskan dengan KLHS RTRW Kota Cirebon Tahun 2023.

83,89 g3,67 83,77

2023

M Indeks Ketahanan Pangan

Gambar II-16 Peta Status Ketersediaan Air Kota Cirebon Tahun 2023
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Gambar II-17 Peta Status Air Kota Cirebon Tahun 2023

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045




-47-

: ...Q..‘ PEMERINTAH KOTA CIREEON
B =® PROVINS| JAWA BARAT

o LAUT JAWA

PROVINSI
JAWA BARAT

Circhon

Kuningan 3

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045

Tabel II-10 Kondisi Air Bersih Kota Cirebon

Status Air 2023 (m3/tahun) ) ) )
Kecamatan - - Ketersediaan Air (Ha) | Kebutuhan Air (Ha)
Belum Terlampaui Terlampaui
Harjamukti 519,94 1.316,96 36.295.290,78 209.998.387,08
Kejaksan 110,85 362,42 7.833.221,38 75.673.923,85
Kesambi 157,78 661,56 14.007.539,58 125.498.970,90
Lemahwungkuk 137,80 572,09 12.361.389,09 94.045.580,90
Pekalipan 24,73 83,17 1.786.575,62 47.865.600,00
Grand Total 951,09 2.996,20 72.284.016,44 553.082.462,74

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon 2025-2045

llustrasi hasil analisa GIS berdasarkan data pada tabel di atas akan
disajikan dalam bentuk peta sebaran kebutuhan dan ketersedian serta status
air bersih untuk beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan hasil Analisis dalam Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon
2025-2045, Kota Cirebon memiliki selisih atau kekurangan penyediaan air pada
tahun 2023 sebesar 173.703.096,30 m?3/tahun. Untuk itu pemerintah Daerah
Kota Cirebon harus mengantisipasi defisit kebutuhan air minum dengan
konservasi air tanah dari pencemaran dan mencegah eksploitasi air tanah
secara berlebihan oleh gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan,
hotel. Pengendalian terhadap eksploitasi air tanah dapat dicegah melalui
pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah

2.1.1.3.5 Perubahan Iklim
A. Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Kenaikan suhu yang terjadi di bumi berdampak besar bagi iklim dunia yang
dikenal dengan istilah perubahan iklim. Perubahan iklim kini telah dilihat
sebagai isu global yang mungkin menjadi ancaman manusia. Menurut
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.7/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/2018 perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang



-48-

menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu
yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim dapat ditunjukkan oleh beberapa
hal diantaranya peningkatan suhu rata-rata, perubahan rata-rata curah hujan,
kenaikan suhu dan Tinggi Muka Laut (TML), terjadinya pergeseran musim, dan
sebagainya (Hairiah K., dkk., 2016).

Tabel II-11 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kota Cirebon

Kecamatan IKA IKS Kerentanan Risiko Banjir Risiko Kering
Harjamukti 0,54014 0,3839 3 3 3
Lemahwungkuk 0,577705 0,3534 3 3 3
Pekalipan 0,57989 0,5874 3 3 3
Kesambi 0,513375 0,2859 3 3 3
Kejaksan 0,57985 0,4099 3 3 3

Sumber : sidik.menlhk, 2023

Berikut merupakan contoh dampak dari perubahan iklim:

- Dampak dari peningkatan suhu bumi dapat meningkatkan konsumsi
energi dan ancaman kelaparan akibat penurunan produksi tanaman,
serta meningkatnya beberapa serangan wabah penyakit seperti malaria,
demam berdarah, diare, dan gangguan pernafasan.

- Dampak dari perubahan curah hujan dapat menyebabkan banjir dan
longsor jika curah hujan meningkat di musim penghujan, sedangkan
pada musim kemarau mengalami kekeringan yang berkepanjangan.

- Dampak dari kenaikan suhu dan TML diantaranya dapat merusak
terumbu karang, berpengaruh terhadap pola migrasi ikan sehingga
berdampak besar terhadap penghasilan nelayan, dan sebagainya.

B. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di
bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca itu adalah
karbon dioksida (CO2), belerang dioksida (SOz), nitrogen monoksida (NO),
nitrogen dioksida (NO2), gas metana (CH4), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas
karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar
minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Gas karbon terakumulasi di
lapisan atmosfer karena tidak terserap tumbuhan di darat dan padang lamun
serta rumput laut di perairan. Sementara paparan panas matahari, terutama
radiasi inframerah, tidak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan
lapisan gas rumah kaca (GRK) yang menebal di lapisan udara atas, sehingga
suhu bumi naik.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), peningkatan
konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat aktivitas manusia itu menjadi
penyebab utama naiknya suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20.
Model iklim yang dijadikan acuan oleh IPCC menunjukkan suhu permukaan
global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat celcius antara tahun 1990 dan
2100. Penurunan emisi GRK menjadi komitmen internasional untuk secara
bersama menahan laju pemanasan global. Indonesia pun telah berkomitmen
untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai
dengan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Gambar II-18 Emisi Kota Cirebon Sektor Limbah, Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor AFOLU
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Kota Cirebon sendiri dalam berupaya ikut berkontribusi dalam upaya
penurunan emisi GRK. Di tahun 2023 Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen
dengan menyusun Climate Action Plan sebagai upaya dalam mengurangi emisi
GRK sekaligus mencegah dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap
pembangunan perkotaan. Inventarisasi emisi gas rumah kaca di Kota Cirebon
dilakukan dengan analisis dan evaluasi data rentan dari 2012-2021 meliputi
sektor limbah, sektor Industrial Process and Production Use (IPPU), sektor energi
dan sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU).

Penyumbang Emisi GRK tertinggi berasal dari sektor energi pada sub sektor
transportasi dimana di tahun 2022 nilai emisi sektor energi sebesar 238,67 GG
CO2. Kecenderungan persentase emisi gas rumah kaca tampaknya meningkat
dari tahun ke tahun, 2,38% pada tahun 2018 menjadi 5,37% pada tahun 2022.
Hal ini menunjukkan adanya efektivitas kebijakan dalam upaya mengurangi
emisi. Penurunan yang cukup besar terjadi (5,90%) karena adanya kebijakan
PPKM Covid-19, yang mengakibatkan aktivitas masyarakat di luar rumah
terbatas sehingga faktor penyebab Emisi GRK menjadi berkurang.

Gambar II-19 persentase Penurunan Emisi GRK Kota Cirebon
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

2.1.1.3.6 Ketahanan Bencana
A. Kebakaran

Bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia berarti tindakan atau
aktivitas yang dilakukan manusia dapat menimbulkan bencana atau dampak
buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Pada saat musim kemarau
biasanya terjadi kecenderungan peningkatan kebakaran di Kota Cirebon dan
meningkat pada sekitar bulan Juli-September untuk setiap tahunnya, hal ini
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terjadi dampak dari El Nino. Kecenderungan peningkatan kebakaran ini terjadi
saat kemarau dan biasanya akan turun ketika memasuki musim hujan, namun
kecenderungan kejadian kebakaran pada bulan September 2023 lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar II-20 Kejadian Kebakaran di Kecamatan Kota Cirebon
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Sumber: Open data Cirebon, 2023

Kecenderungan kebakaran terjadi di lahan kosong/sampah, Selain
fenomena El Nino, kejadian kebakaran di Kota Cirebon juga tidak lepas dari
faktor kelalaian manusia. Seperti di antaranya, karena warga bakar sampah
dan ilalang di lahan terbuka serta disebabkan oleh kelalaian penggunaan
kompor dan korsleting listrik.

Standar Pelayanan merupakan salah satu faktor penilaian penyelenggaraan
pelayanan kepada Masyarakat dapat mempengaruhi terhambatnya proses
pelayanan yang berdampak pada mutu pelayanan dan akan menimbulkan
ketidakpuasan dari Masyarakat. Kurangnya fasilitas mobil pemadam
kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini
dibuktikan dengan jumlah armada 9 (Sembilan) Unit belum mampu
mengefektifkan pelayanan pemadaman kebakaran di Kota Cirebon, karena
hanya 3 unit kendaraan operasional yang masih layak.

Gambar II-21 Kejadian Kebakaran di Kota Cirebon
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Sumber: Damkar 2023.

Permasalahannya adalah belum efektifnya Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate) 15 menit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh petugas
pemadam kebakaran dimulai saat setelah petugas menerima laporan informasi
kejadian kebakaran sampai ke tempat/lokasi terjadinya kebakaran, hal ini
dikarenakan walaupun jarak Kota Cirebon tidak berjauhan antar Kecamatan
akan tetapi bila jadwal kereta api bertepatan dengan kejadian kebakaran yang
bisa menyebabkan kurang efektifnya pelayanan. Kurang efektifnya pelayanan
pemadam kebakaran di Kota Cirebon, diduga disebabkan oleh Kurangnya pos
WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Pembentukan pos WMK pemadam
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kebakaran guna meningkatkan efektivitas pelayanan sehingga respon time rate
bisa tercapai dengan maksimal yang saat ini telah tercapai 11,95 menit.

Gambar II-22 Tingkat Waktu Tanggap Manajemen Kebakaran di Kota Cirebon
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B. Bencana

Berdasarkan Peraturan RTRW Kota Cirebon, wilayah rawan bencana terdiri
dari beberapa kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang memiliki
kecenderungan terjadi rawan gelombang pasang, genangan banjir, rawan
kebakaran dan pergerakan tanah.

Pelayanan penanggulangan bencana di Kota Cirebon dilakukan antara lain
dengan mengupayakan turunnya angka resiko bencana yang dapat mengancam
masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Dalam periode 2015-2023, IRB Kota
Cirebon cenderung menurun dari 183,60 (kategori tinggi) pada tahun 2015
menjadi 115,2 (kategori sedang) pada tahun 2023. Dalam kurun waktu delapan
tahun ini, Nilai IRB Kota Cirebon lebih tinggi dari Indeks Risiko Bencana
Provinsi Jawa Barat. Jika pada tahun sebelumnya Nilai IRB Kota Cirebon lebih
tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 Nilai IRB Kota
Cirebon lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat.

Gambar II-23 Indeks Risiko Bencana di Kota Cirebon & di Provinsi Jawa Barat
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Sumber: BNPB, 2023

Nilai IRB ini diperoleh berdasarkan Kajian Risiko Bencana yang dilakukan
dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (Hazard), kerentanan
(Vulnerability), dan kapasitas (Capacity). Dalam upaya pelayanan
penanggulangan bencana, intervensi terhadap komponen kapasitas terus
dilakukan untuk memperkecil resiko bencana.

Sebagai salah satu komponen penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB),
komponen penilaian kapasitas dapat direpresentasikan oleh Indikator
Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Dalam
hal ini, IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan
bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
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Perangkat perhitungan IKD menggunakan 71 indikator yang meliputi tujuh
prioritas, yakni perkuatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan
perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik,
penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan -efektivitas
pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan
darurat bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

Tabel II-12 IKD Kota Cirebon

No Prioritas 2021 2022 2023
1 | Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 0,38 0,57 0,67
2 | Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu 0,47 0,50 0,80
3 Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 0,43 0,62 0,79
4 | Penanganan tematik kawasan rawan bencana 0,66 0,55 0,55
5 | Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 0,56 0,62 0,73
6 | Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 0,39 0,61 0,56
7 | Pengembangan sistem pemulihan bencana 0,60 0,44 0,47

Indeks Kapasitas 0,49 0,57 0,62
Tingkat Kapasitas Sedang | Sedang | Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026,
Hasil penilaian IKD 2023 yang dikeluarkan oleh BNPB.

Hasil perhitungan terhadap 71 indikator ini dapat menjadi rekomendasi
sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan
bencana yang juga merupakan input pengukuran penurunan Indeks Risiko
Bencana kabupaten/kota. Pada tahun 2021, capaian IKD Kota Cirebon tahun
2021 sebesar 0,49 (tingkat kapasitas sedang). Angka ini masih jauh di bawah
capaian IKD Provinsi Jawa Barat sebesar 0,67 sebagaimana dirilis dalam
dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026.
Pada tahun 2022, IKD Kota Cirebon membaik menjadi 0,57.

Upaya perbaikan pada lima prioritas indikator yang terlihat pada kenaikan
skor ke-5 prioritas tersebut. Namun, hal sebaliknya terlihat pada dua prioritas
lainnya, yakni pada prioritas ke-4 (penanganan tematik kawasan rawan
bencana) serta prioritas ke-7 (pengembangan sistem pemulihan bencana).

Gambar II-24 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Cirebon
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Masih diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan, pemutakhiran
kajian risiko bencana dan rencana kontijensi untuk bencana beresiko tinggi,
serta pembangunan sistem informasi yang mendukung penanggulangan
bencana, yang di dalamnya termasuk early warning system. Saat ini, baru
terdapat sistem peringatan dini berupa Gempa Bumi (Accelerograph).
Diperlukan juga penguatan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana serta
pengembangan sistem pemulihan bencana di Kota Cirebon. Keberadaan dengan
sesar baribis kendeng (Cirebon-2) di Kota Cirebon, memiliki risiko gempa
tektonik sehingga perlu juga dilakukan mitigasi dalam perencanaan. Risiko
pergeseran tanah untuk daerah pesisir cukup rendah namun untuk daerah
selatan Kota Cirebon khususnya daerah berbukit untuk wilayah sumurwuni
dan sekitarnya masuk dalam kategori risiko tinggi walaupun areanya tidak
terlalu luas. Daerah risiko pergerakan tanah tampak pada peta yang bersumber
dari Badan Geologi, Kementerian ESDM. Disamping risiko banjir, kekeringan
dan pergerakan tanah, Kota Cirebon yang berada di pesisir menjadi kawasan
terhadap rawan gelombang pasang terutama untuk lokasi Kelurahan Kesenden,
Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Panjunan. Kawasan sepanjang
pesisir pantai Kota Cirebon memiliki potensi bahaya rob dan juga akan memiliki
risiko tertinggi ketika terjadi gelombang tsunami. Kerawanan bencana lainnya
adalah kawasan untuk Kerawanan Kebakaran meliputi kawasan perumahan
dengan kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru,
Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Kecapi,
sebagaimana terlihat pada peta bahaya kebakaran dan peta kerentanan
kebakaran.

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran
rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah
selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah
menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang
ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir
di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang
berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Cuaca ekstrim di Kota Cirebon yang menyebabkan banjir akibat curah
hujan yang melebihi daya tampung drainase yang ada, kekeringan akibat
musim kemarau yang berkepanjangan dan hujan lebat dengan angin kencang
juga kadangkala disertai puting beliung yang mengakibatkan kerusakan
infrastruktur yang ada. Banjir yang disebabkan drainase yang buruk juga
akibat curah hujan yang sangat lebat sehingga melampaui batas daya tampung
drainase yang ada. Untuk dampak kekeringan di Kota Cirebon akan sangat
terasa di wilayah selatan Kota Cirebon karena ada sebagian wilayah tersebut
belum terjangkau oleh Jaringan Pipa PDAM.

Berdasarkan hasil Analisis GIS pada Dokumen KLHS RPJPD Kota Cirebon
2025-2045, daerah rawan bencana banjir terdapat dalam luasan sebesar
1.3471,41 ha. Kecamatan Harjamukti memiliki luasan rawan bencana banjir
paling besar yaitu 423,41 Ha, dan kecamatan pekalipan paling rendah, yaitu
88,46 Ha.

Tabel 1I-13 Luasan Daerah Rawan Banjir (Ha)
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Kecamatan Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi | Grand Total
Harjamukti 423,41 423,41
Kejaksan 200,91 200,91
Kesambi 371,12 371,12
Lemahwungkuk 263,52 263,52
Pekalipan 88,46 88,46

Total 1.347,41 1.347,41

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat 2022-2026

2.1.1.3.7 Keanekaragaman Hayati

Pelestarian keanekaragaman hayati di Kota Cirebon dalam kawasan
konservasi keanekaragaman ekosistem habitat asli yang merupakan kawasan
suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Pemanfaatan sumber daya
hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang ditandai dengan
kerusakan ekosistem serta langkanya beberapa jenis flora dan fauna yang
kehilangan habitatnya.

Tabel II-14 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Kecamatan Rendah | Sangat Rendah Sedang Tinggi | Sangat Tinggi | Grand Total
Harjamukti 75,50 106,73 929,10 85,95 556,80 1.754,07
Kejaksan 3,02 21,41 296,87 10,73 32,10 364,13
Kesambi - 43,08 562,52 24,42 225,95 855,97
Lemahwungkuk - - 444,31 97,72 149,27 691,30
Pekalipan - - 147,56 - 12,20 159,76

Total 78,52 171,21 2.380,36 | 218,82 976,31 3.825,23

Sumber : Analisis GIS, 2023

Taman Keanekaragaman Hayati (KeHati) telah diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Keanekaragaman Hayati. Kebon Pelok merupakan lokasi Taman KeHati yang
terletak di selatan Kota Cirebon, wilayah Kelurahan Kalijaga Kecamatan
Harjamukti. Taman tersebut merupakan RTH publik Kota Cirebon dengan luas
+4,7 Ha yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor
660/Kep.143-DLH/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon pada tanggal 9 Maret 2017. Pada tahun
2021 di Taman Kehati terdapat S jenis serangga, 4 jenis burung dan 6 jenis
pohon endemik, sedangkan pada tahun 2022 berkurang menjadi 4 jenis
serangga, 4 jenis burung dan bertambahnya pohon endemik menjadi 8 jenis.

Gambar II-25 Peta Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
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2.1.1.4 Potensi Wilayah
2.1.1.4.1 Pertanian dan Perkebunan
A. Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Pertanian.

Luas panen, produktivitas, dan produksi Pertanian merupakan komponen
yang saling berhubungan dan dapat saling mempengaruhi. Keseimbangan
antara luas panen dan produktivitas sangat penting. Luas panen yang besar
tanpa produktivitas yang memadai dapat mengakibatkan rendahnya hasil per
unit area, sementara produktivitas tinggi pada luas panen yang kecil dapat
meningkatkan hasil keseluruhan. Perubahan dalam luas panen atau
produktivitas dapat menghasilkan perubahan dalam efisiensi penggunaan
sumber daya seperti lahan, air, dan input pertanian lainnya. Kota Cirebon yang
bukan merupakan basis kota pertanian memiliki luas panen dan jumlah
produksi yang cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya.
Berikut merupakan luas panen, produktivitas dan produksi pertanian tahun
2019-2022.

Berdasarkan data pertanian yang ada diketahui bahwa Luas Panen padi
mengalami fluktuasi dalam luas panen dari tahun ke tahun dan luasan panen
tanaman padi sebesar 176,80 Ha menurun drastis pada tahun 2022 dimana
pada tahun sebelumnya sebesar 230,20 Ha. Produktivitas tanaman padi juga
menurun pada tahun 2020 dan pada tahun berikutnya sekitar 55-59 Kw/Ha.
Total produksi padi pada tahun 2022 sebesar 972,40 ton, yang mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1.266 ton. Penurunan produktivitas
mengakibatkan penurunan produksi, hal ini disebabkan oleh faktor seperti
cuaca buruk, penyakit tanaman, atau masalah manajemen pertanian.

Luasan panen tanaman palawija sebesar 8 Ha pada tahun 2022.
Produktivitas tanaman palawija mengalami peningkatan yang signifikan pada
tahun 2020 terutama produktivitas ubi kayu/singkong yang mencapai 160
kw/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pertanian yang efisien dan
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tingginya produktivitas dapat memberikan hasil yang baik meskipun luas
tanam tidak selalu besar.

Luasan panen sayur dan buah mengalami peningkatan yang relatif stabil,
sedangkan produktivitasnya mengalami fluktuasi yang signifikan. Cabe Merah,
Bawang Merah dan Terung mengalami penurunan yang cukup besar pada
tahun 2021, sedangkan produksi sayuran dan buah mengalami peningkatan
pada tahun 2020 dan penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022.

B. Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian di Kota Cirebon bukan merupakan basis sektor utama.
Keterbatasan lahan pertanian yang menyebabkan produksi hasil pertanian di
Kota Cirebon tidak sebesar daerah sekitarnya yaitu Ciayumajakuning. Produksi
sektor pertanian di Kota Cirebon terdiri dari tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan peternakan. Sub sektor tanaman pangan sendiri dihitung dari
hasil komoditas padi dan palawija (jagung, kacang, dan umbi-umbian).
Komoditas tanaman pangan yang dihasilkan di Kota Cirebon adalah padi,
jagung, kacang hijau, kacang tanah dan ubi jalar.

Pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya
se wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon memiliki produksi padi terendah
bahkan hanya sekitar 0,07% dari produksi padi Kabupaten Indramayu. Di Jawa
Barat sendiri nilai produksi padi di Kota Cirebon menempati urutan ke 24 di
atas nilai produksi Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kota Depok. Produksi padi
mengalami penurunan hingga tahun 2023 dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Penurunan produksi padi ini salah satunya disebabkan
berkurangnya jumlah kelompok tani dan alih fungsi lahan pertanian. Tidak
hanya padi, produksi pertanian tanaman pangan di Kota Cirebon juga
diperlihatkan dari produksi palawija berupa jagung, kacang, dan singkong
seperti pada tabel berikut:

Tabel II-15 Produksi Tanaman Palawija (ton) Kota Cirebon

No Tanaman 2019 2020 2021 2022
1 Jagung 0 0 0 14,40
2 Kacang Tanah 4,00 0 4,00 0
3 Kacang Hijau 0 2,25 1,00 0,30
4 Singkong 0 36,00 16,00 16,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2023

Gambar II-26 Produksi Padi (ton) Ciayumajakuning




-57-

. 1.415.050
1.358.441 1.376.604 1.435.938
1.361.374 1414731

1.294.158 Py —— Lasaase
1.363.312
1.319.624 1.419.736

634.260

I1l |r| 1 611223
562.122 I

80.638 5g6691 goog75 659403
522965 |
449.301 | I 520017 | 554232 1 575006

510.419‘
335.867 369.242 I l

374925 | 303968
356.550

566.334

443,467 552.565 534250 | 566.087
502.575

556.782
497.080

355.015 464.731 494.700

. y y 488476
0 ;
842 - 219.953 | 277.318 i
M- 275.893 i
- - - 277.584 Indramayu
- J 256848 ||
2010 2011 - 267 _ Majalengka
2012 - - 1.768
2013 2014 - o o Cirebon

201 - ]
o5 016 - o 862
2018 5019 - — 766
2020 - Kota Cirebon
2021

Kuningan

2022
2023

Sumber: BPS 2024

Diantara produksi tanaman pangan palawija di Kota Cirebon nilai produksi
tertinggi adalah singkong dimana di tahun 2020 sebesar 36 ton dan turun di
tahun 2021 dan 2022 menjadi 16 ton. Terbatasnya lahan pertanian
mengakibatkan produksi tanaman pangan palawija juga cukup rendah bahkan
produksi tanaman palawija tidak menentu setiap tahunnya. Secara umum
produksi tanaman pangan di Kota Cirebon belum dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat untuk konsumsi pangan masyarakat. Sehingga sebagian besar
pemenuhan pangan di Kota Cirebon didistribusikan dari luar Kota Cirebon.

C. Luas Lahan Pertanian dan Kelembagaan Petani

Kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi dan penduduk karena
migrasi yang cukup cepat. Pertumbuhan ini mengakibatkan luas lahan
produktif pertanian setiap tahun menurun. Penurunan ini disebabkan beralih
fungsinya lahan sawah menjadi daerah pemukiman dan lahan wusaha.
Meskipun demikian, adanya teknologi pertanian yang lebih maju seperti dalam
bibit unggul dan pupuk menyebabkan produksi pertanian tetap meningkat
meskipun luas lahan pertanian berkurang seperti yang terdapat dalam gambar
berikut:

Gambar II-27 Luas Lahan Baku Sawah (Ha)
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, 2023

Selama 6 (enam) tahun terakhir luas lahan baku sawah mengalami
penurunan luasan dimana di tahun 2018 luas lahan baku sawah mencapai
201,20 Ha sedangkan di tahun 2023 tersisa 121,41 Ha saja. Hal ini terjadi
akibat alih fungsi lahan pertanian terutama alih fungsi menjadi permukiman.
Kepemilikan lahan milik masyarakat mengakibatkan sulitnya dilakukan control
terhadap alih fungsi lahan walaupun hal ini telah diatur pada dokumen
Rencana Detil Tata Ruang Daerah Kota Cirebon. Lahan Baku Sawah milik
Pemerintah Kota Cirebon saat ini seluas * 0,3 Ha berlokasi di Kelurahan
Argasunya. Penurunan luas lahan pertanian ini pun berimbas pada terjadinya
penurunan jumlah kelompok tani menjadi 17 ditahun 2023 yang tersebar di 7
kelurahan dari 3 kecamatan. Adapun luas total lahan baku sawah tahun 2023
adalah 121,41 ha yang terdiri dari 28,97 ha sawah irigasi dan 92,47 ha sawah
tadah hujan. Kelompok tani dengan garapan sawah terluas adalah kelompok
tani Sidemung di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti. Kecamatan
Harjamukti juga merupakan Kecamatan yang memiliki lahan pertanian terluas
di Kota Cirebon yaitu sebanyak 92,59 ha.

Gambar II-28 Peta Sebaran Lahan Baku Sawah Kota Cirebon Tahun 2023
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, 2023

D. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB

Peran sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kota
Cirebon berada pada urutan terakhir dari seluruh sektor penyumbang PDRB
(tanpa sektor pertambangan dan penggalian) berdasarkan lapangan usaha di
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Kota Cirebon. Meski begitu Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir,
kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan cenderung
mengalami peningkatan baik berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan mengalami peningkatan dimana di
tahun 2013 PDRB ADHB memiliki nilai 49.353,07 juta rupiah meningkat di
tahun 2023 menjadi 89.956,39 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan PDRB
ADHK menyumbang 41.823,35 juta rupiah di tahun 2013 dan di tahun 2023
menjadi 49.802,94 juta rupiah. Apabila dilakukan analisis lebih detail
berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap sektor dalam PDRB
di Kota Cirebon yang dilakukan di Tahun 2022 menunjukan bahwa Sektor
Pertanian, Kehutanan, Perikanan bukan merupakan sektor basis/sektor non-
Basis dengan nilai LQ : 0,04 (LQ<1). LQ digunakan untuk mengetahui tingkat
spesialisasi sektor-sektor di suatu wilayah atau sektor-sektor apa saja yang
merupakan sektor basis. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan
apabila dilihat dari identifikasi kemajuan sektor di Kota Cirebon termasuk
dalam spesialisasi dalam sektor yang tumbuh lambat di Kota Cirebon juga
merupakan sektor yang tidak memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor
lain dalam PDRB Kota Cirebon. Sedangkan berdasarkan analisis sektor
unggulan sektor ini termasuk dalam sektor terbelakang.

Gambar I1-29 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan
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Kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan setiap
tahunnya selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Untuk laju
pertumbuhannya kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan kenaikan
4% dan terendah terjadi pada tahun 2014, 2017 dan 2020.

Gambar II-30 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)
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2.1.1.4.2 Peternakan dan Perikanan

A. Peternakan

Secara keseluruhan populasi ternak di Kota Cirebon pada tahun 2022
umumnya mengalami peningkatan kecuali ayam pedaging yang turun cukup
signifikan di tahun 2022 yang hanya 800 ekor dari sebelumnya 3200 ekor, ayam
kampung yang turun 791 ekor serta ternak kuda dimana di tahun 2021
terdapat 1 kuda namun di tahun 2022 tidak ada populasi ternak kuda. Populasi
ternak besar yang mengalami peningkatan di tahun 2022 adalah populasi Sapi
potong yang naik 9 ekor di tahun 2022, kambing yang naik 20 ekor di tahun
2022, Domba yang naik 12 ekor, ayam petelur yang naik 46 ekor dan kenaikan
terbesar pada itik/itik manila di tahun 2022 yaitu sekitar 999 ekor meskipun
nilai ini masih lebih rendah dari populasi di tahun 2018-2020.

Apabila dilihat kecenderungannya maka terjadi penurunan cukup
signifikan selama 5 tahun terakhir pada jenis ternak domba, ayam kampung,
ayam pedaging dan itik/itik manila. Dari data tersebut selama 5 tahun terakhir
ini juga tidak terdapat populasi babi dan sapi perah di Kota Cirebon. Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon telah memiliki 2 unit
Rumah Potong Hewan dan Satu unit Rumah Potong Unggas

B. Perikanan

F.1 Produksi Perikanan Tangkap

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang berbatasan dengan garis
pantai utara dan berbatasan dengan laut Jawa. Sehingga perikanan tangkap
merupakan salah satu sektor yang menunjang keberlangsungan Kota Cirebon.
Produksi perikanan tangkap merujuk pada jumlah total ikan dan produk
perikanan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan di laut, sungai, dan
perairan lainnya. Ini mencakup berbagai jenis hasil tangkapan seperti ikan,
udang, cumi-cumi, dan lainnya. Produksi perikanan tangkap dapat diukur
dalam berbagai satuan, seperti ton atau kilogram. Nilai perikanan tangkap, di
sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari hasil tangkapan tersebut. Ini
mencakup pendapatan yang dihasilkan dari penjualan ikan dan produk
perikanan tersebut. Nilai ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
jenis ikan atau produk perikanan, ukuran tangkapan, metode penangkapan,
serta permintaan dan penawaran di pasar.
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Produksi dan nilai perikanan tangkap memberikan gambaran tentang
kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap perekonomian suatu. Hal ini
dapat menunjukan kesehatan ekosistem laut, pengelolaan sumber daya
perikanan secara berkelanjutan, dan perencanaan kebijakan perikanan yang
efektif, serta menilai dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan perikanan
tangkap di suatu wilayah. Kota Cirebon memiliki 1 (satu) Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) yaitu PPN Kejawanan dan 3 (tiga) Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) yaitu PPI Cangkol, PPI Pesisir dan PPI Kesenden. Selain itu,terdapat 3
(tiga) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Cirebon yakni TPI Kejawanan, TPI
Kesenden dan TPI Cangkol.

Secara keseluruhan produksi dan nilai produksi di Kota Cirebon sekitar
70% didominasi oleh produksi cumi-cumi beku. Kecenderungan produksi cumi-
cumi menunjukkan kenaikan dari tahun 2018 hingga 2021, mencapai
puncaknya pada tahun 2021 dengan 4.212,13 ton. Namun, pada tahun 2022
terjadi penurunan produksi menjadi 3.049 ton, penurunan signifikan dalam
produksi cumi-cumi terjadi di tahun 2023 dimana sampai dengan bulan
September 2023 produksi cumi-cumi hanya berada pada angka 710,92 ton.
Terkait dengan nilai produksi tentunya sejalan dengan jumlah produksi yang
dihasilkan. Nilai produksi meningkat secara signifikan pada tahun 2021, tetapi
mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 dan 2023. Produksi kakap
merah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kecenderungan produksi
menunjukkan kenaikan pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan
pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,54 ton.
Nilai produksinya mengikuti kecenderungan produksi. Kecenderungan
produksi jenaha menunjukkan fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022,
kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 90,74 ton yang
sebelumnya bernilai 104,53 ton di tahun 2022. Nilai produksi juga meningkat
secara substansial hingga tahun 2022, tetapi mengalami penurunan pada
tahun 2023. Produksi kerapu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan
puncak produksi pada tahun 2019 dengan total produksi 118,54 ton dan di
tahun 2023 produksi kerapu sebesar 41,68 ton. Nilai produksi mengikuti
kecenderungan produksi, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2021
dan 2023 yaitu sekitar 11.159,20 juta rupiah dan 1.875,38 juta rupiah.
Kecenderungan produksi udang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari
tahun di tahun 2019 namun terus turun di tahun 2020-2023 dimana di tahun
2019 nilai produksi udang sebesar 957,09 ton, kemudian mengalami
penurunan pada tahun 2023 menjadi 106,18 ton. Begitupun nilai produksinya
yang mengikuti kecenderungan total produksinya. Produksi ikan tanda-tanda
hanya tersedia pada tahun 2021-2023. Terjadi peningkatan produksi dari
tahun 2021 hingga 2023. Di Tahun 2023 sampai bulan september 2023
produksi ikan tanda tanda sudah mencapai 74,56 ton. Fluktuasi dalam
produksi dan nilai produksi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
perubahan cuaca, kebijakan perikanan, atau faktor ekonomi lainnya.

F.2 Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya, atau sering disebut juga sebagai akuakultur,
merupakan kegiatan pembesaran dan pemeliharaan organisme air seperti ikan,
udang, moluska, dan organisme air lainnya dalam lingkungan yang
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dikendalikan untuk tujuan komersial, konsumsi manusia, atau tujuan lainnya.
Ini adalah bentuk budidaya atau pemeliharaan organisme air untuk keperluan
ekonomi. Perikanan budidaya memainkan peran penting dalam memenuhi
kebutuhan protein daerah, memberikan pekerjaan, dan mendukung
perekonomian daerah. Namun, perlu dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan
untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
Perikanan budidaya berdasarkan jenis kegiatan terdiri dari budidaya laut,
budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung,
budidaya sawah tambak dan mina padi.

Perikanan budidaya di Kota Cirebon terdiri dari budidaya lele, nila, patin,
bandeng, kerang hijau dan udang. Kecenderungan produksi Lele meningkat
dari 2018 hingga 2020, di tahun 2020 produksi ikan lele dapat mencapai 83 94
ton dengan nilai produksi 1.343,04 juta rupiah. Pada tahun 2021 dan 2022
produksi lele mengalami penurunan hingga di tahun 2023 sampai dengan
bulan September 2023, nilai produksinya masih di angka 34,96 ton dengan
nilai produksi 559,36 juta rupiah. Produksi Nila meningkat di tahun 2019
mencapai 31,40 ton dengan nilai produksi 628 juta rupiah, namun mengalami
penurunan setiap tahun setelahnya. Produksi Patin mengalami fluktuasi tetapi
mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023, dimana sampai dengan
bulan september 2023 nilai produksi patin mencapai 10,77 ton dengan nilai
produksi 161,55 juta rupiah dari sebelumnya di tahun 2022 hanya mencapai
5,64 ton dengan nilai produksi 5,64 juta rupiah. Produksi Bandeng terlihat
cukup fluktuatif, namun cenderung turun dibandingkan dengan tahun 2018
dimana tahun 2018 produksi bandeng sebesar 42,46 dengan nilai produksi
723,52 juta rupiah sedangkan di tahun 2023 produksinya masih berkisar 39,6
ton dengan nilai produksi 673,20 juta rupiah. Produksi Udang meningkat tajam
dari 2018 hingga 2022. Dimana di tahun 2022 angka produksi udang mencapai
26,17 ton dengan nilai produksi 785,10 juta rupiah, lalu turun pada tahun
2023 produksi udang hanya mencapai 18,52 ton dengan nilai produksi 555,60
juta rupiah. Produksi Kerang Hijau mengalami peningkatan yang signifikan dari
2018 hingga September 2023. Dimana pada tahun 2023 nilai produksinya
mencapai 130,58 ton namun nilai produksi kerang hijau ini tidak sebesar
komoditas lainnya dimana walaupun produknya merupakan yang tertinggi
namun nilai produksinya hanya 417,86 juta rupiah. Adapun komoditas yang
memiliki produksi dan nilai produksi yang cukup tinggi diantaranya adalah
bandeng, lele dan udang.

F.3 Nelayan dan Kelompok Nelayan

Nelayan adalah seseorang yang berprofesi sebagai penangkap ikan atau
sumber daya perairan lainnya seperti udang, kerang, dan sebagainya. Adapun
sekelompok individu nelayan yang bekerja sama atau tergabung dalam suatu
organisasi atau komunitas membentuk kelompok nelayan. Dimana
Keanggotaan dalam kelompok nelayan dapat membantu meningkatkan daya
tawar, mengatasi masalah bersama, dan mendapatkan manfaat kolektif. Kota
Cirebon sendiri sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut
menjadikan nelayan sebagai salah satu mata pencaharian bagi masyarakatnya.
Dimana berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
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Kota Cirebon jumlah nelayan pada tahun 2023 sebanyak 3.961 orang turun
dibanding tahun 2022 yang jumlah nelayannya mencapai 4.124 orang.

Sejak tahun 2019 jumlah kelompok nelayan di Kota Cirebon berjumlah 19
kelompok. Dari kelompok nelayan ini menghasilkan produksi sebanyak
1.352,68 ton hasil perikanan. Jumlah ini memang tidak sebesar total produksi
di tahun 2019 yang mencapai 2.685,93 ton namun jumlah ini sudah meningkat
sejak terjadinya penurunan di tahun 2021 yang hanya mencapai 936,43 ton.

F.4 Ekspor Produk Perikanan

Ekspor produk perikanan merujuk pada kegiatan mengirimkan produk-
produk yang berasal dari sektor perikanan ke luar daerah. Produk perikanan
yang diekspor dapat mencakup ikan segar, ikan beku, olahan ikan, kerang,
udang, dan berbagai produk lain yang berasal dari sumber daya perikanan.
Ekspor produk perikanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
ekonomi regional. Daerah pesisir yang memiliki industri perikanan yang kuat
dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.

terjadi penurunan yang cukup signifikan dari kegiatan ekspor perikanan
terutama di tahun 2020 yang turun menjadi 2.514,92 ton dari sebelumnya
dapat mengekspor sebanyak 5.249,96 di tahun 2018. Hal ini salah satunya
adalah karena adanya dampak pembatasan aktivitas di tahun 2020 akibat
Covid-19 yang mengakibatkan produksi perikanan menurun dan berdampak
pada ekspor produk perikanan yang juga menurun. Di tahun 2021 jumlah
ekspor perikanan kembali meningkat menjadi 3.189,83 ton walaupun nilai
tersebut belum dapat setara dengan ekspor pada tahun 2018-2019. Sampai
dengan bulan September 2023 ini ekspor perikanan masih pada angka 1.307,61
ton yang mana bahkan lebih rendah dibandingkan ekspor tahun 2020.

2.1.1.4.3 Energi dan Mineral

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada
Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim),
Pemerintah Kota mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan menjadikan
kota bebas emisi yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan dengan Energi
Baru Terbarukan.

Potensi Kota Cirebon untuk mendapatkan Energi Baru Terbarukan (EBT)
yang bersih dan terjangkau antara lain pemanfaatan sumber daya angin, air,
biogas dan sinar matahari, walaupun untuk investasinya dibutuhkan biaya
yang cukup besar.

Dengan adanya fasilitas sumber energi baru terbarukan, faktor kebutuhan
lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi akan muncul. Disamping
adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan baru,
pengeluaran biaya untuk energi bersih yang murah akan menekan biaya
produksi dan biaya hidup sehingga ada pendapatan masyarakat yang dapat
disimpan karena biaya yang dikeluarkan menjadi berkurang.
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Gambar II-31 Peta Sebaran EBT di Jawa Barat
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Energi yang bersih akan mengurangi dampak emisi dari sumber energi fosil
sehingga dapat menekan perubahan iklim yang diakibatkan meningkatnya
emisi gas rumah kaca. Kota Cirebon telah mengimplementasi pemanfaatan
sinar matahari di Kampung Proklim kelurahan Larangan, namun belum
teridentifikasi potensi Energi Baru Terbarukan lainnya oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

Sementara ini di wilayah Kota Cirebon yang padat penduduk menyebabkan
eksplorasi mineral sangat minim, walaupun sebelumnya ada permasalahan
penambangan pasir ilegal yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Namun
tidak menutup kemungkinan Kota Cirebon memiliki kandungan mineral yang
dapat dimanfaatkan dengan tidak mengesampingkan untuk menjaga
pelestarian lingkungan hidup.

2.1.1.4.4 Pariwisata

Kota Cirebon sebagai salah satu daerah tujuan wisata merupakan salah
satu daerah yang nyaman untuk dikunjungi, terlebih dengan akses transportasi
yang mudah dan juga ketersediaan fasilitas akomodasi yang banyak pilihan.
Kemudahan akses transportasi tidak lepas dari dibangunnya jalan tol Palikanci,
Cipali dan Cipularang. Adanya simpul jaringan transportasi merupakan
keunggulan lain Kota Cirebon, seperti :

- Bandara Cakrabuana Cirebon dan Bandara Kertajati Majalengka
- Pelabuhan Muara Jati

- Stasiun Kejaksan

- Stasiun Prujakan
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- Terminal Type A Harjamukti

Gambar II-32 Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Kota Cirebon
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Nilai sejarah yang dimiliki Kota Cirebon dan ragam kuliner khas Cirebon
seperti nasi jamblang, empal gentong, tahu gejrot dan berbagai makanan dari
laut serta kerajinan rotan, topeng, lukisan kaca dan batik yang mampu menarik
para wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang berkunjung.
Kunjungan Wisatawan ke Kota Cirebon pada tahun 2022 tercatat meningkat
647.634 orang jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan kunjungan
wisatawan tersebut juga didukung objek wisata dengan fasilitas yang tersedia.
Pada tahun 2022, tercatat ada sebanyak 212 rumah makan, 65 hotel, objek
rekreasi ada sebanyak 18 jenis yang tersebar di berbagai lokasi. Pada tahun
yang sama, tercatat juga ada 5 toko cinderamata dan 11 pedagang cinderamata

non toko yang resmi.
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Tabel II-16 Kunjungan Wisatawan di Kota Cirebon

Destinasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Wisatawan Mancanegara
Obyek Wisata 710 85.700 161 131 252
Hotel Bintang 9.038 95.242 45.191 57.982 83.514
Hotel Melati 42 9.062 113 13 49
Restaurant n.a n.a n.a n.a 6.946
Jumlah 9.790 190.004 45.465 58.126 90.761
Wisatawan Nusantara
Obyek Wisata 696.821 837.900| 345.663| 3.070.134| 1.242.195
Hotel Bintang 348.757 350.752| 462.051 457.208 480.119
Hotel Melati 25.196 126.551| 133.615 83.727 81.354
Restaurant n.a n.a n.a n.a| 2.422.400
Jumlah 1.070.774| 1.315.203| 941.329| 3.611.069| 4.226.068

Sumber: Disbudpar Kota Cirebon 2024.

Kota Cirebon memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik berupa wisata
alam maupun wisata buatan. Termasuk dalam kelompok wisata alam adalah
Taman Kera/Makam Kalijaga (2,00 ha). Wisata buatan adalah Taman Ade Irma
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Suryani (4,2 ha). Terdapat pula wisata budaya, yakni Keraton Kesepuhan (18,55
ha), Keraton Kanoman (17,55 ha), Keraton Kacirebonan (4,65 ha), dan Gua
Sunyaragi (1,50). Tiga keraton paling utama yang dijadikan unggulan adalah
Keraton Kesepuhan, keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Selain
keraton, wilayah Cirebon memiliki potensi wisata dalam hal cagar budaya yang
beragam, mulai dari Masjid bersejarah, gedung bersejarah, maupun tugu dan
icon. Dalam hal ini, integrasi antara wisata keraton dengan cagar alam bisa
dijadikan salah satu potensi wisata di Kota Cirebon.

2.1.2 Aspek Demografi

Kota Cirebon memiliki potensi sumber daya manusia yang menjadi bagian
penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang baik cukup dapat menjadi
sumber daya pada sektor produksi yang menghasilkan suplai barang dan jasa
untuk kebutuhan pasar lokal dan luar daerah. Hal ini dapat dilihat dari Indeks
Pendidikan yang merupakan representasi indikator Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pengendalian penduduk
diperlukan agar permasalahan, pengangguran, kemiskinan, stunting dan
permasalahan lainnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di
masa depan dalam menyongsong era Indonesia Emas Tahun 2045.

Dasar hukum yang mengatur informasi kependudukan dalam perencanaan
pembangunan tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23
tahun 2006 pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa “Data Penduduk yang
dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di
dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”. Untuk itu segala bentuk
perumusan kebijakan yang membutuhkan perhitungan atas dasar data
penduduk, wajib menggunakan data penduduk yang dihasilkan oleh
Kementerian Dalam Negeri dalam Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, sehingga terjadi keseragaman terhadap penggunaan data yang
dipergunakan.

Gambar II-33 Indikator Pendidikan Kota Cirebon
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Gambar II-34 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Cirebon
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Gambar II-35 Angka Melek Huruf Kota Cirebon
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2.1.2.1 Struktur Penduduk

Gambaran struktur penduduk Kota Cirebon dapat dilihat pada grafik
berikut yang menyajikan data penduduk berdasarkan usia.

Gambar II-36 Grafik Piramida Penduduk Kota Cirebon

Penduduk Kota Cirebon Tahun 2013 Penduduk Kota Cirebon Tahun 2023
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Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024.

Bentuk grafik penduduk Kota Cirebon di atas sebagian besar penduduk
berusia muda, sedangkan penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran
lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat,
kebutuhan lapangan pekerjaan dan rasio ketergantungan yang besar.
Banyaknya jumlah penduduk muda sering dikaitkan dengan fenomena bonus
demografi yaitu terjadi saat proporsi kategori penduduk usia 15-64 tahun (usia
produktif) lebih dari setengah total populasi yang berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun 2010 sebesar 328.518 jiwa dengan
rasio jenis kelamin sebesar 101,86 menunjukkan antara laki-laki dan
perempuan hampir berimbang. Keseimbangan gender dapat mempengaruhi
pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama
yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan
secara adil. Sepuluh tahun kemudian, jumlah penduduk Kota Cirebon di tahun
2023 meningkat menjadi 352.347 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar
100,61.

Gambar II-37 Rasio Jenis Kelamin Kota Cirebon
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Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2023.
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Berdasarkan kelompok umur, di tahun 2018 hingga tahun 2023 jumlah
penduduk paling banyak terdapat di kelompok umur 10-14 tahun. Jumlah
penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur diatas 75 tahun.
Berdasarkan pola peningkatan jumlah penduduk usia sekolah, pemerintah
daerah perlu direncanakan secara matang pelayanan kepada anak usia sekolah
terutama terkait dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan dan
kelompok usia lansia sehingga perlu direncanakan pula secara matang terkait
kesehatan dan fasilitas umum yang ramah lansia.

Hubungan penduduk produktif dan tidak produktif dapat dilihat pada rasio
ketergantungan penduduk (dependency ratio). Pada tahun 2010 jumlah
penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kota Cirebon sebesar 234.250 jiwa dan
94.268 jiwa masuk pada usia non produktif dengan rasio ketergantungan
sebesar 40,24%. Jumlah penduduk usia produktif tahun 2023 sebesar 243.692
jiwa dan jumlah penduduk non produktif sebesar 108.655 jiwa dengan rasio
ketergantungan sebesar 43,69%. Rasio ketergantungan sangat tinggi terjadi
pada penduduk usia 0-14 tahun. Terjadi Peningkatan rasio ketergantungan
sebesar 1,69% dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2023.

Rasio ketergantungan yang tinggi (baik kaum muda maupun lanjut usia)
dapat mengindikasikan potensi tantangan ekonomi, karena sebagian besar
penduduk mungkin bergantung pada penduduk yang aktif secara ekonomi. Hal
ini dapat membebani sumber daya seperti layanan kesehatan, jaminan sosial,
dan pendidikan. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang lebih rendah dapat
mengindikasikan terdapat populasi usia kerja yang relatif lebih besar, sehingga
berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada
grafik berikut akan disajikan rasio penduduk berdasarkan deskripsi di atas
beserta rasio ketergantungan.

Gambar 1I-38 Rasio Ketergantungan Kota Cirebon
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Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon, 2023.

Dari struktur penduduk Kota Cirebon yang nampak didominasi oleh
penduduk usia produktif menunjukkan Kota Cirebon mendapatkan bonus
demografi. Jika bonus demografi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah,
kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun menuju 100 tahun
Indonesia merdeka pada 2045. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat
menjadi beban dan permasalahan sosial bagi Pemerintah Daerah.

2.1.2.2 Jumlah Penduduk

Kota Cirebon merupakan kota perdagangan dan jasa yang dan telah
ditetapkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 menjadi PKN Kawasan
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Rebana. Hal tersebut menjadi daya tarik yang mengakibatkan adanya
perpindahan penduduk dari wilayah lain di pedesaan ke Kota Cirebon
(Urbanisasi) sehingga jumlah penduduk di Kota Cirebon cenderung meningkat
setiap tahunnya. Berikut grafik perkembangan jumlah penduduk di Kota
Cirebon dalam 10 tahun terakhir.

Seperti diilustrasikan pada grafik, secara administratif terjadi penurunan
jumlah penduduk pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya
pemutakhiran data kependudukan dalam wupaya pemerintah dalam
mewujudkan Satu Kartu Tanda Penduduk Satu Identitas Penduduk.
Pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam
Negeri, merupakan proses percepatan untuk mengeliminir duplikasi data
penduduk yang akan digunakan pada Pemilihan Umum pada tahun 2019.

Gambar II-39 Jumlah Penduduk Kota Cirebon
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Duplikasi data penduduk yang berhasil dieliminasi pada akhir tahun 2016
karena memiliki identitas kependudukan lebih dari satu, terdiri dari jumlah
data penduduk laki-laki yang berhasil dihapus sebesar 33.314 identitas
kependudukan, jumlah data penduduk perempuan yang berhasil dihapus
sebesar 30.746 identitas kependudukan, sehingga jumlah total penduduk yang
datanya dihapus karena memiliki data identitas kependudukan lebih dari satu
adalah sebesar 64.060 identitas kependudukan. Jumlah tersebut merupakan
16,73 % dari penduduk Kota Cirebon yang berhasil dibenahi agar data
Kependudukan di Indonesia memiliki keakuratan untuk digunakan dalam
perencanaan pembangunan.

2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan
migrasi penduduk. Kota Cirebon seperti dijelaskan di atas sebagai kota besar
yang memiliki berbagai kelengkapan fasilitas sehingga banyak penduduk yang
bermigrasi dan menetap di Kota Cirebon. Banyaknya penduduk dari wilayah
daerah sekitar dan wilayah lainya yang cukup besar yang berkeinginan
menetap di Kota Cirebon menjadi salah satu faktor meningkatnya laju
pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon, pertumbuhan penduduk yang cukup
signifikan pada tahun 2018 sebesar 2,81%. Selain dari pertumbuhan alamiah
karena adanya kelahiran dan kematian.
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Gambar II-40 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon
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Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

2.1.2.4 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan. Penduduk
terbanyak berada pada kecamatan Harjamukti sedangkan jumlah penduduk
terkecil berada pada kecamatan Pekalipan. Namun jika dilihat dari kepadatan
penduduknya yang dihitung dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas
wilayah kecamatan, nampak terlihat kepadatan penduduk tertinggi berada
pada kecamatan Pekalipan dan kepadatan penduduk terendah pada kecamatan
Harjamukti.

Tabel II-17 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2010

Kecamatan Jumla(l]itvzr;duduk Luas Wilayah (Km?2) (Ij;[;):/d;:;?
Kejaksan 49.369 3,61 15.368
Lemahwungkuk 60.109 6,51 9.959
Harjamukti 110.651 17,61 7.272
Pekalipan 33.880 1,57 22.921
Kesambi 74.509 8,05 10.559
Kota Cirebon 328.518 37,35 8.796

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

Proporsi kepadatan penduduk per kecamatan dalam periode 2010 hingga
2023 tidak terlalu banyak berubah, walaupun adanya tambahan luas wilayah
Kota Cirebon sejak penetapan batas wilayah Kota Cirebon dengan Kabupaten
Cirebon pada tahun 2018.

Tabel II-18 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2023

Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Wilayah (Km?2) | Kepadatan (Jiwa/Km?)
Kejaksan 51.268 4,441 11.544
Lemahwungkuk 61.073 7,185 8.500
Harjamukti 128.587 17,602 7.305
Pekalipan 31.423 1,585 19.825
Kesambi 79.996 8,653 9.245
Kota Cirebon 352.347 39,466 8.928

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

Sebaran penduduk pada grafik berikut menggambarkan penduduk di Kota
Cirebon yang cenderung berdomisili di wilayah tengah/pusat kota dengan
fasilitas pelayanan umum dan aktivitas perekonomian yang lebih lengkap,
sehingga lebih padat dari daerah yang jauh dari fasilitas pelayanan umum. Dari
seluruh kelurahan yang ada di Kota Cirebon, Kelurahan Jagasatru merupakan
kelurahan terpadat penduduknya mencapai 30.008 jiwa/km? berikutnya
kelurahan Pulasaren dengan kepadatan penduduknya 25.393 jiwa/km?.
Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menunjukkan tingkat urbanisasi dan
tekanan pada sumber daya seperti lahan, air dan infrastruktur.
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Tersedianya fasilitas yang merata untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat akan mengurangi penumpukan pemukiman penduduk di pusat
kota. Disisi lain kepadatan penduduk terendah berada di kelurahan Argasunya
yakni 3,745 ribu jiwa/km? berikutnya kelurahan Pegambiran dengan angka
5,370 ribu jiwa/km?. Kelurahan Argasunya yang berada di Kecamatan
Harjamukti memiliki luas wilayah paling luas di antara kelurahan lainnya,
namun memiliki jumlah kepadatan penduduk yang paling rendah. Kepadatan
penduduk yang rendah dapat menunjukkan wilayah yang kurang berkembang
atau kurang diminati sebagai tempat tinggal.

Gambar II-41 Kepadatan Penduduk Kota Cirebon per Kelurahan (jiwa/km?)
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Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepadatan penduduk
diantaranya letak geografi yang jauh dari pusat kota, tingkat perkembangan
ekonomi yang jauh dari pusat perdagangan dan industri, rendahnya peluang
usaha, jauh dari tempat bekerja dan faktor sosial lainnya seperti jauh dari
layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan yang kurang memadai.
Dilihat dari wilayahnya yang luas, Argasunya memiliki potensi untuk wilayah
pengembangan pusat pelayanan umum dan ekonomi guna mengurai kepadatan
penduduk di wilayah pusat kota. Kepadatan penduduk dihitung disesuaikan
atas dasar penetapan luas wilayah yang ada pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berikut grafik visualisasi kepadatan penduduk Kota
Cirebon selama sepuluh tahun terakhir.

Gambar II-42 Kepadatan Penduduk Kota Cirebon (jiwa/km?)
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Sumber:Disdukcapil Kota Cirebon 2024

Menurunnya jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2016 merupakan
hasil dari penertiban melalui penghapusan duplikasi kepemilikan dokumen
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identitas kependudukan untuk mencapai sasaran satu kartu tanda penduduk
nasional satu identitas.

2.1.2.5 Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kota Cirebon sudah cukup tinggi, hal ini
terlihat dari indikator indeks pendidikan di Kota Cirebon yang cukup besar.
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi kontribusi
terbesar suksesnya sektor pendidikan disamping faktor sarana dan prasarana
pendidikan yang baik.

Data pendidikan terkait hal tersebut dapat dilihat pada grafik Indeks
Pendidikan yang memperlihatkan Indikator Angka Melek Huruf dan Harapan
Lama Sekolah. Perlu peningkatan dan pemerataan kualitas tenaga didik serta
lulusan peserta didik, agar dapat bersaing ditingkat nasional maupun
internasional. Grafik berikut menggambarkan tingkat pendidikan terakhir yang
dimiliki oleh setiap Kepala Keluarga di Kota Cirebon. Dari grafik tersebut dapat
digambarkan bahwa mayoritas pendidikan Kepala Keluarga di Kota Cirebon
berasal dari tingkat SMA dan sebagian kecil dari tingkat SD dan SMP.

Gambar II-43 Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga (KK) Kota Cirebon Tahun 2021
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Sumber: Profil Perkembangan Penduduk 2021

2.1.2.6 Penduduk Menurut Pekerjaan

Status pekerjaan terbesar penduduk Kota Cirebon adalah mengurus rumah
tangga, yang terbesar selanjutnya berprofesi sebagai Karyawan Swasta/ BUMN,
Buruh Harian Lepas, Wiraswasta dan Aparat Pemerintah. Ada juga yang
memiliki profesi sebagai Pedagang/Wiraswasta mengelola komoditas berupa
barang dan jasa, hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Cirebon sebagai
PKN kota perdagangan dan jasa khususnya untuk wilayah Ciayumajakuning.
Profesi lainnya adalah Guru, Sopir, pekerja di bidang kesehatan, Nelayan dan
sebagian kecil adalah Tukang Batu serta Petani dengan lahan yang sangat
terbatas. Dari jenis pekerjaan yang tersedia pada data kependudukan,
penduduk Kota Cirebon hanya berprofesi sebanyak 71 jenis pekerjaan dari
jumlah keseluruhannya adalah 99 jenis pekerjaan. Penyajian pada grafik
merupakan sebagian dari profesi penduduk di Kota Cirebon dengan persentase
>=0.1%.
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Gambar II-44 Penduduk Kota Cirebon berdasarkan dominansi Pekerjaan Tahun 2023

Mengurus Rumah Tangga | NN 21, 72%
Pelajar/Mahasiswa |, 17.73%
karyawan Swasta | NN ::.:0%
Buruh Harian Lepas [ NENGEGGIGINGEGEEEE 734%
wiraswasta || N NN s.53%
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - 1,55%
Pedagang [l 1,35%
Pensiunan || 0,88%
Guru [l 0,59%
Karyawan BUMN I 0,47%
Karyawan Honorer ] 0,34%
Tentara Nasional Indonesia (TNI) I 0,30%
Sopir l 0,26%
Perdagangan I 0,21%
Kepolisian Rl (Polri) | 0,16%
Dokter | 0,15%
Nelayan/Perikanan | 0,13%
Dosen | 0,10%

Sumber:Disdukcapil Kota Cirebon 2024

2.1.2.7 Penduduk Menurut Agama

Keberagaman di Kota Cirebon tampak dari penduduknya yang berasal dari
berbagai daerah dan suku bangsa seluruh penjuru tanah air, hal ini merupakan
ciri khas dari kota di wilayah pesisir yang pada umumnya sebagai kota tempat
berdagang sejak zaman dahulu. Keberagaman daerah dan suku bangsa juga
selaras dengan keyakinan yang dibawa masing-masing penduduk yang
merupakan agama penduduk tersebut sehingga hampir seluruh agama yang
diakui negara dianut oleh penduduk Kota Cirebon. Keberadaan agama yang
dianut penduduk Kota Cirebon tampak dari adanya rumah ibadat di wilayah
Kota Cirebon, seperti: Masjid, Vihara, Pura, Gereja dan Klenteng yang
merupakan rumah ibadah untuk agama konghucu. Berdasarkan data
disdukcapil Kota Cirebon tahun 2022 untuk prosentase penganut terbesar
adalah 93,51% oleh umat islam; 4,04% umat protestan; 1,82% umat Katolik;
0,59% umat Budha; 0,03% umat Hindu; 0,02% umat Konghucu dan sisanya
sebagai penganut kepercayaan.

Gambar II-45 Penduduk Menurut Agama Tahun 2023 (jiwa)
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2.1.2.8 Masyarakat Adat Kota Cirebon

Masyarakat Cirebon merupakan komunitas yang kaya akan adat istiadat
serta tradisi kebudayaan. Kebudayaan dapat dilihat dari adat istiadat pada
suatu daerah disamping keseniannya. Adat pada suatu daerah menjadi
kekayaan dan kearifan masyarakat tersebut sebagai sisi yang menarik untuk
dilihat dan dikenali kepada generasi selanjutnya. Seperti halnya cirebon yang
terkenal dengan adat istiadatnya yang masih kental keberadaannya.

Cirebon merupakan salah satu daerah yang dulunya dipimpin oleh seorang
wali penyebar agama Islam bernama Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan
Sunan Gunung Jati. Tidak heran jika adat istiadat kebudayaan Cirebon
dipengaruhi oleh unsur Islam yang kental. Hal ini karena Sunan Gunung Jati
memperkenalkan kebudayaan dan adat istiadat sebagai sarana dalam
menyebarkan agama Islam di cirebon. Adat istiadat asli Cirebon yang bisa
dikenal saat ini kerap dipertunjukan pada acara-acara besar keagamaan yang
menjadi tradisi secara turun temurun dari para leluhur seperti: pada saat
Syawalan Gunung Jati, Rajaban, Ganti Sirap, Muludan dan lain sebagainya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan indikator ukuran terkait
kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat
kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kesejahteraan petani dan nelayan,
tingkat pengangguran serta p